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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara dikaruniai oleh 

Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumber daya alam 

hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Hal 

tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, 

serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan 

nasional dan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Di antara 

pembangunan nasional dan daerah Provinsi Sumatera Utara yang 

diarahkan adalah untuk meningkatkan sebesar-besarnya 

kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, 

dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan 

pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pertanian Organik yang berkelanjutan sebagai bagian dari 

Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi 

kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan 

dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan 

mengutamakan kualifikasi organik. Dengan demikian, sejalan dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan 

Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Pertanian Organik 

dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, 

kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, 

efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan 

hidup, dan pelindungan negara.  

Secara konkret, penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan 

untuk mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan 

pertanian organik secara terpadu, dengan memberikan jaminan dan 

perlindungan serta kepastian usaha kepada petani dan/atau pelaku 

usaha, membangun sistem pertanian organik yang kredibel dan 

berkesinambungan, memelihara ekosistem, meningkatkan daya 

tambah dan daya saing produk pertanian dengan mendorong 
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terdistribusikannya produk organik dan memberikan pendampingan 

dalam pemasaran sampai mandiri, serta mendorong terciptanya 

pertanian organik perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan 

memiliki aspek ekonomi, pendidikan dan wisata. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun 

rencana pengembangan Pertanian Organik yang merupakan bagian 

integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan 

pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. 

Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang 

pembangunan dan pengembangan Pertanian Organik secara 

berkelanjutan.  

Sistem Pertanian Organik pada prinsipnya merupakan 

paradigma pengelolaan Pertanian Organik yang mengintegrasikan 

empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi 

sehingga manfaat Pertanian Organik dapat dinikmati dalam waktu 

yang lama. Sistem Pertanian Organik dilakukan dengan 

memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi 

perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan 

sistem Pertanian Organik yang maju, efisien, tangguh, dan 

berkelanjutan.  

Penyelenggaraan Pertanian Organik dapat diselenggarakan 

dengan ruang lingkup perencanaan Pertanian Organik, penyediaan 

sarana dan prasarana produk pertanian organik, penyelenggaraan 

Sistem Pertanian Organik, budidaya pertanian Organik, sarana 

produksi dan pengolahan, kelembagaan Sistem Pertanian Organik, 

sertifikasi dan pelabelan, insentif dan disintensif, produk Organik 

asal pemasukan, pemasaran produk pertanian Organik, pembiayaan, 

pembinaan, dan pendampingan, serta pengawasan.  

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025, Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara sejak 

tahun 2010, pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi 

perekonomian Sumatera Utara. Nilai tambahnya pada tahun 2010 

tercatat sebesar Rp 85,56 triliun, atau sekitar 25,84 persen terhadap 

total PDRB Sumatera Utara. Dengan kontribusi sebesar tersebut, 

pertanian memegang peran penting pada struktur perekonomian 

Sumatera Utara. Bahkan, kontribusinya pada tahun 2023 tetap 

konsisten paling dominan dibandingkan dengan lapangan usaha 
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lainnya yaitu sebesar 247,96 triliun atau sekitar 23,59 persen 

terhadap total PDRB Sumatera Utara. Pertanian menjadi sumber 

utama komoditas pangan dan sumber daya alam bagi masyarakat 

Sumatera Utara. Meskipun pandemi Covid-19 melanda pada tahun 

2020 dan di saat sektor lain mengalami kontraksi, Sumatera Utara 

tetap mengalami pertumbuhan positif pada sektor pertanian. 

Pertumbuhan positif tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian 

memiliki ketahanan yang cukup kuat, sehingga perlu memberikan 

perhatian serius pada pembangunan pertanian akan menjaga 

ketahanan dan kedaulatan pangan negeri serta menjamin geliat 

pertumbuhan ekonomi. 

 Lapangan usaha pertanian mencakup sublapangan usaha 

pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian (20,98%) yang 

terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman 

perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, 

sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu (1,83%), dan 

sublapangan usaha perikanan (0,79%). Sublapangan usaha tanaman 

perkebunan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap 

lapangan usaha pertanian setiap tahunnya, diikuti oleh sublapangan 

usaha tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan jasa 

pertanian/perburuan. 

 Sumatera Utara menjadi satu bagian penggerak ekonomi 

nasional terkuat di luar Jawa. Ditopang komoditas ekspor 

perkebunan, industri pengolahan, dan infrastruktur yang baik, 

ekspor Sumatera Utara 2023 mencapai 10,63 juta ton dengan nilai 

mencapai US$ 10,45 miliar. Komoditas utama ekspor Sumatera 

Utara adalah lemak dan minyak nabati yang mencapai US$ 4,46 

miliar (42,68% dari total ekspor). Satu bagian isu strategis daerah di 

Sumatera Utara adalah rendahnya nilai tambah ekonomi dan daya 

saing komoditas unggulan pertanian. Komoditas seperti minyak sawit 

mentah (CPO) dan biji kopi menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi 

nilai tambah yang dapat dinikmati di dalam negeri sangat sedikit. 

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumatera 

Utara, Timbas Prasad Ginting mengatakan, perluasan kebun sawit di 

Sumatera Utara sudah tidak memungkinkan. Sehingga, yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan industri sawit adalah 

hilirisasi sawit dan peningkatan produksi dengan peremajaan sawit 

rakyat. Peningkatan pembangunan Sumatera Utara mempunyai 
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wajah baru, yakni jaringan jalan tol yang membentang sepanjang 

112,6 kilometer di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, 

Tebing Tinggi dan Langkat. Pembangunan jalan tol juga masih terus 

berlangsung hingga ke Kabupaten Batubara, Asahan, Simalungun, 

dan Pematang Siantar. Jalan tol tersebut menghubungkan sentra 

produksi perkebunan dengan sejumlah kawasan industri, Pelabuhan 

Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung, hingga Bandara Internasional 

Kualanamu. Diharapkan dengan peningkatan pengadaan 

infrastruktur yang lebih baik tersebut mampu meningkatkan output 

pertanian secara signifikan. 

 Pertanian organik di Sumatera Utara menghadapi beberapa 

masalah utama, termasuk kesulitan pemasaran produk, kurangnya 

dukungan pemerintah, dan tantangan dalam proses 

sertifikasi, kesadaran petani dan konsumen akan pertanian organik, 

serta kebutuhan lahan yang lebih luas. 

 Sebagai implementasi penyelenggaraan Pertanian Organik, 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur 

berdasarkan Pasal 236 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah 

membentuk Perda, yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah, yang memuat materi muatan: 

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan               

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.  

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukannya Penyusunan 

Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah 

Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang 

Pertanian Organik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini adalah untuk 

memberikan deskripsi mengenai pentingnya Pertanian Organik di 

Sumatera Utara yang harus diatur lebih lanjut dalam bentuk produk 

hukum daerah. Produk hukum daerah dimaksud mencakup antara 

lain: asas, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup Pertanian 

Organik, budi daya Pertanian Organik, perizinan, pengendalian dan 

penanggulangan bencana Pertanian Organik, pelindungan Petani 
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Organik, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan 

dunia usaha, digitalisasi Pertanian Organik, insentif, penghargaan, 

pendanaan, pembinaan dan pengawasan.     

Pertanian Organik yang sudah dilakukan sampai saat ini 

tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Hal tersebut 

dikarenakan masih belum optimalnya upaya dalam melakukan 

Pertanian Organik sehingga dapat berakibat pada pembangunan 

nasional khususnya pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Permasalahan tersebut, antara lain kesulitan pemasaran produk, 

kurangnya dukungan pemerintah, dan tantangan dalam proses 

sertifikasi, kesadaran petani dan konsumen akan pertanian organik, 

serta kebutuhan lahan yang lebih luas. 

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk 

bekerja di Provinsi Sumatera Utara mencapai 7,59 juta orang pada 

Februari 2025, naik 131 ribu orang dari Februari 2023, yang 

mayoritas beraktivitas di bidang pertanian. 

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik adalah 

bagaimana upaya Pertanian Organik agar dapat menjadikan 

peningkatan pembangunan nasional khususnya pembangunan 

daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bidang pertanian pada sektor 

perekonomian (perdagangan). Permasalahan tersebut selanjutnya 

dapat diperinci menjadi: 

a. Bagaimana mengoptimalkan potensi dalam upaya penyelenggaraan 

Pertanian Organik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 

pelaku usaha serta pihak-pihak terkait; 

b. Bagaimana meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dan pelaku usaha serta pihak-pihak terkait dalam 

upaya penyelenggaraan Pertanian Organik. 

Adapun identifikasi dari penyusunan naskah akademis ini 

adalah: 

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran 

dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian 

Organik? 

2. Pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik? 
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3. Bagaimanakah keterkaitannya dengan peraturan perundang-

undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang 

diaturnya? 

4. Apakah yang menjadi bahan dan data untuk pembanding antara 

peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang 

Peraturan Daerah Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara? 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan 

kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan 

Daerah yang mengatur Pertanian Organik. Uraian Naskah Akademik 

ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan 

bahan kajian dalam merumuskan Peraturan Daerah tentang 

Pertanian Organik.  

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah: 

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam 

pembuatan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.  

2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan 

harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian 

Organik,  

3. Melakukan harmonisasi atau mencari keselarasan atau 

keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya 

sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.  

4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding 

antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam 

merancang atau pembuatan Peraturan Daerah tentang Pertanian 

Organik di Provinsi Sumatera Utara.  

Kegunaan naskah akademik tentang Pertanian Organik,  dapat 

diperoleh dari dua kegunaan, yakni secara teoretis dan praktis.  

1. Kegunaan Teoretis adalah untuk: 

a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi 

panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanian Organik.  
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b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan 

terhadap masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanian Organik  

c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi 

hukum atas tindakan subjek/sasaran peraturan daerah 

tentang Pertanian Organik.  

2. Kegunaan Praktis: 

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan 

menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam 

peraturan daerah tentang Pertanian Organik.  

b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru pada 

peraturan daerah tentang Pertanian Organik.  

D. Metode 

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanian Organik, selanjutnya didukung oleh metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis 

normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum 

khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari 

bahan-bahan kepustakaan, dari peraturan perundang-undangan, 

serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, 

yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan 

sistematis mengenai perlindungan, pengembangan, pembinaan 

dan pengawasan terhadap Pertanian Organik di Provinsi 

Sumatera Utara. Gambaran umum tersebut dianalisis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para 

ahli di Provinsi Sumatera Utara dalam praktik pelaksanaannya, 

yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang 

akan dibahas lebih lanjut. 

3. Sumber Data 

Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu dengan 

mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan 
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dengan Pertanian Organik. Data sekunder yang dijadikan sebagai 

sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3821); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor  84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor  338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
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9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem 

Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Provinsi Sumertera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6864); 

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 
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17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3857); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4126);  

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa 

Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4498); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 

Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5680); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 
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23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian 

Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6442); 

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6900); 

26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025 – 2029; 

27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem 

Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 770); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah 

Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah 
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Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, 

Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 

30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan 

Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk 

Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 905); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 64); 

33. Nota Kesepahaman Antara DPRD Provinsi Sumatera 

Utara dengan Universitas Islam Sumatera Utara,          

Nomor : 01/PK/DPRD-SU/2025 dan Nomor : 

941/E/G.13/III/2025; 

34. Surat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara             

Nomor : 100.3/1446/ Sekr DPRD/III/2025;  

35. Perjanjian Kerja Sama Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Utara dengan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sumatera Utara, Nomor : 09/E/G.13/V/2025 dan 

Nomor : 000.9/2172/Sekr DPRD/V/2025; 

36. Surat Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor : 

1012/F/E.04/IV/2025; dan 

37. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sumatera Utara Nomor : 260.A/D/SK/V/2025 

tentang Tim Pengkajian Penyusunan Naskah Akademik 

dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara tentang Pertanian Organik. 

b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan 

ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan 
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bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-

makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang 

bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus bahasa, artikel-artikel pada 

koran/surat kabar dan majalah-majalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

16 

 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis 

Pada Bab ini, diuraikan prinsip-prinsip dan/atau asas-asas 

apa saja yang perlu menjadi rujukan utama dalam pembentukan 

peraturan daerah tentang Pertanian Organik. Semua prinsip yang 

akan diuraikan dalam hal ini menjadi satu landasan yang tidak boleh 

dinegosiasikan lagi, yaitu bahwa seluruh konteks tentang Pertanian 

Organik kepada masyarakat Sumatera Utara harus berada dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting 

ditegaskan, karena ada sejumlah hak yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pertanian Organik memiliki implikasi yang luas 

dalam perspektif ekonomi dan hukum, seperti hak untuk 

memperoleh kepastian hukum (legal certainty) dan persamaan hak 

dihadapan hukum (equality of rights before the law). Hal dimaksud 

sangat penting mengingat bahwa sebagai suatu peraturan publik 

yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

yang mengatur faktor kejelasan makna adalah unsur penting, agar 

ruang bagi ragam tafsir dapat diminimalisasi atau dapat dibatasi. 

Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa 

orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan 

segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum dari seluruh 

warga negara Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi. 

Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik 

kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin 

adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penegakan hukum, ada tiga 

unsur yang selalu mendapat perhatian, yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan atau hasil guna (doelmatigheid), dan keadilan. 

Berdasarkan hal tersebut, naskah akademik ini menguraikan 

prinsip-prinsip tentang Pertanian Organik, sebagai implementasi 
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pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian 

urusan pemerintahan bidang pertanian untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia dalam bidang kesehatan khususnya 

pangan, yang didasarkan pada hukum dasar Negara Republik 

Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan 

beranekaragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan 

penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola 

dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi 

sebesarbesarnya untuk kemakmuran ralryat. Sistem pembangunan 

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu 

ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara 

menyeluruh dan terpadu. Diantara pembangunan nasional yang 

diarahkan adalah untuk meningkatkan sebesar-besarnya 

kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, 

dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan 

pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari 

Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi 

kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan 

dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, 

selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk 

mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan 

kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpadttan, 

kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, 

kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan 

negara. 

Secara konkret, penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas 

penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan 

pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan 

memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 
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Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan 

berusaha dan kesempatan kerja. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan 

masyarakat dalam men5rusun rencana pengembangan budi daya 

Pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan 

pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan 

perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting 

dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan 

Pertanian secara berkelanjutan. 

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya 

merupakan paradigma pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan 

empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi 

sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. 

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan 

memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi 

perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan 

sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. 

Penyelenggaraan budi daya Pertanian dapat diselenggarakan 

melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan 

mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam 

kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap 

penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, 

penanaman, pengeluaran dan pemasukan Benih Tanaman, dan 

Benih Hewan atau Bibit Hewan, hewan, pemanfaatan air, 

pelindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen, hingga 

pascapanen. Keberhasilan pembangunan Pertanian melalui 

penyelenggaraan budi daya Pertanian juga tidak akan berjalan 

dengan baik jika tidak didukung dengan ketersediaan Sarana Budi 

Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian. 

Adapun pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya 

Pertanian, disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna 

Lahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan 

kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup, 

khususnya konservasi tanah dan air. 

Pelaksanaan penyelenggaraan budi daya Pertanian harus 

dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan 

sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain 

pembinaan, dalam pelaksanaan budi daya Pertanian juga dilakukan 

pengawasan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, 

Prasarana Budi Daya Pertanian, danf atau hasil Pertanian sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi 

berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan budi daya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai 

penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, 

tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau 

bantuan. 

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati 

dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen ntuk 

menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu 

agroekosistem. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang 

dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan (Pasal 1 

angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang 

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan). 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, 

dinyatakan: Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 

diselenggarakan berdasarkan asas: 

a.  kebermanfaatan; 

b.  keberlanjutan; 

c.  kedaulatan; 

d.  keterpaduan; 

e.  kebersamaan; 

f.  kemandirian; 

g.  keterbukaan; 

h.  efisiensi berkeadilan; 

i.  kearifan lokal; 

j.  kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

k.  pelindungan negara. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2019 dinyatakan: Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan bertujuan untuk: 
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a.  meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil 

Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; 

b.  meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan 

c.  mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja. 

Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan meliputi: 

a.  perencanaan budi daya Pertanian; 

b.  tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian; 

c.  penggunaan Lahan; 

d.  perbenihan dan perbibitan; 

e.  penanaman; 

f.  pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan; 

g.  pemanfaatan air; 

h.  pelindungan dan pemeliharaan Pertanian; 

i.  panen dan pascapanen; 

j.  Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian; 

k.  Usaha Budi Daya Pertanian;  

l.  pembinaan dan pengawasan;  

m.  penelitian dan pengembangan;  

n.  pengembangan sumber daya manusia;  

o.  sistem informasi; dan  

p.  peran serta masyarakat. 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling 

utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap 

rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, 

aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau 

oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, 

perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan 

pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang 

mengonsumsi pangan. 

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, 

merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan 

Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti 

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan 
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masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai 

kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, 

tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha 

Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan 

melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang 

dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus 

mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan 

sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) 

ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya 

lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan 

ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan 

atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan 

produktif. 

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada 

pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan 

Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan 

dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan 

ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan 

harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan 

pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi 

Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan 

pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan 

yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan 

Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Penyelenggaraan 

Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan 

untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, 

pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap 

Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan 

standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan 

Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. 

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus 

memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses 

Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau 

membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan 

bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama 

apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik 
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terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang 

mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan 

informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas 

sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut 

terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan 

keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan 

sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang akurat. Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan 

Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung 

kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi 

teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasikannya kepada 

Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan 

penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan 

mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan 

pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 

lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan 

masyarakat.  

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, 

dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang 

memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan 

sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam mewujudkan Kedaulatan 

Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat 

dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, 

perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan 

Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan 

Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, 

pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, 

keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan 

Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. 

Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, 

dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan 

dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan 

yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, 
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Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan 

Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi 

Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, 

peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang tentang 

Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan 

internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, 

desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual 

masyarakat Indonesia. 

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: 

a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. 

manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan. (Pasal 2 

UU Pangan). Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, 

merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, 

Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan (Pasal 3 UU Pangan). 

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: a. meningkatkan 

kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; b. menyediakan 

Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, 

mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat 

kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang 

wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;d. 

mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, 

terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; e. meningkatkan nilai 

tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan 

luar negeri; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakattentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi 

bagikonsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi 

Petani, Nelayan,Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan 

h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber dayaPangan 

nasional. (Pasal 4 UU Pangan). 

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. 

perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan 

Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. label 

dan iklan Pangan; g. pengawasan; h. sistem informasi Pangan; i. 

penelitian dan pengembangan Pangan; j. kelembagaan Pangan; k. 

peran serta masyarakat; dan l. penyidikan. (Pasal 5 UU Pangan). 

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian 

berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang 
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memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk 

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini 

tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi 

yang akan datang. Penerapan sistem pertanian organik dari aspek 

ekonomi dan kesejahtraan petani dalam jangka pendek akan 

mendatangkab keuntungan yang tinggi, namun dalam jangka 

panjang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan 

keberlangsungan kegiatan budidaya pertanian akibat degradasi dan 

menurunnya daya dukung lahan (I Putu Parmila, et al, 2022: tanpa 

halaman). Campur tangan manusia dalam pertanian modern dirasa 

semakin jauh dalam bentuk masukan bahan kimia sintetis dalam 

produksi pertanian yang dapat merusak kondisi ekosistem. 

Keberlanjutan sumber daya alam perlu dipikirkan agar lahan 

pertanian tidak semakin rusak/sakit karena terlalu banyak 

menerima input/masukan bahan kimia sintetis. 

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian 

berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang 

memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk 

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini 

tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi 

yang akan datang. Pertanian organik menurut International 

Federation of Organic Agriculture Movements/IFOAM (2005) 

didefinisikan sebagai sistem produksi pertanian yang holistik dan 

terpadu, dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas 

agro-ekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan 

serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Pertanian organik 

adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung dan 

mempercepat biodiversitas, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. 

Salah satu alternatif yang sangat bijaksana adalah dengan 

mengembangkan sistem pertanian organik. Sutanto (2002a) 

mendefinisikan pertanian organic, sebagai suatu system produksi 

pertanian yang berazaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang 

hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah 

lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur 

tanah. Sutanto (2002a) menguraikan pertanian organik secara lebih 

luas, bahwa menurut para pakar pertanian Barat, sistem pertanian 

organik merupakan hukum pengembalian (law of return)” yang berarti 

suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis 
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bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah 

pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberikan 

makanan pada tanaman (I Putu Parmila, et al, 2022:1157). 

Menurut Gliesman (2007) dampak negatif dari penerapan 

sistem pertanian konvensional yaitu dapat menyebabkan degradasi 

dan penurunan kesuburan tanah, mengurangi kelembaban tanah, 

merusak ekosistem yang berada di lingkungan sekitarnya, 

menyebabkan erosi, hingga masalah serius yang berdampak pada 

gangguan kesehatan para konsumen akibat penggunaan pestisida. 

Dampak negative dari sistem pertanian konvensional dapat diatasi 

dengan dilakukannya sistem pertanian organik. Menurut Mayrowani 

(2012) Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bersifat 

ramah lingkungan dan hanya menggunakan bahan-bahan alami 

tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis sehingga 

menghasilkan produk yang sehat, bergizi dan juga aman dikonsumsi 

dengan beberapa manfaat diantaranya meningkatkan hasil dalam 

jangka panjang melalui penggunaan input yang terjangkau, sebagian 

besar didasarkan pada keanekaragaman hayati lokal, meningkatkan 

mata pencaharian dan keamanan pangan, membangun ketahanan 

terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko keuangan dengan 

mengganti input bahan kimia yang mahal dengan sumber daya 

terbaru yang tersedia secara lokal, mengintegrasikan praktik 

pertanian tradisional, memungkinkan petani akses ke peluang pasar 

baru baik di dalam maupun luar negeri, menyediakan ketahanan 

sistem pertanian pada saat iklim ekstrem seperti kekeringan dan 

hujan lebat , meningkatkan kesehatan manusia dan memaksimalkan 

layanan lingkungan, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, 

karena mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyerap karbon di 

dalam tanah (Dadang Sutisna dan Muhammad Firdaus, 2023:13). 

Menurut Charina, Kusumo, Sadeli, & Deliana (2018) sistem pertanian 

organik mempunyai tujuh kenggulan dan keutamaan sebagai berikut: 

1. Orisinil. Sistem pertanian organik lebih mengandalkan keaslian 

atau orisinalitas sistem budidaya tanaman atau hewan dengan 

menghindari rekayasa genetika ataupun introduksi teknoloi yang 

tidak selaras alam. Intervensi budidaya manusia tehadap 

tanaman atau hewan tetap mengikuti kaidah-kaidah alamiah 

yang selaras, serasi, dan seimbang. 
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2. Rasional. Sistem pertanian organik berbasis rasionalitas bahwa 

hukum keseimbanagan alamiah adalah ciptaan Tuhan yang 

paling sempurna. Nilai-nilai rasionalitas harus digunakan secara 

seimbang dengan sistem nilai agama, etika, estetika, yang 

menempatkan manusia sebagai makhluk mulia. 

3.  Global. Saat ini, sistem pertanian organik menjadi isu global dan 

mendapatkan respon serius dikalanagaan masyarakat pertanian, 

terutama di negara-negara maju dimana masyarakat sudah 

sangat sadar bahwa pertanian ramah lingkungan menjadi faktor 

penentu kesehatan manusia dan kesinambungan lingkungan. 

4.  Aman. Sistem pertanian organik menempatkan keamanan produk 

pertanian, baik bagi kesehatan manusia ataupun bagi 

lingkungan, sebagai pertimbangan utama. 

5. Netral. Sistem pertanian organik tidak menciptakan 

ketergantungan atau bersifat netral sehingga tidak memihak pada 

salah satu bagian ataupun pelaku dalam sistem agroekosistem. 

6. Internal. Sistem pertanian organik selalu berupaya 

mendayagunakan potensi sumber daya alam internal secara 

intensif. Artinya, introduksi input- input pertanaian dari luar 

ekosistem pertanian sedapat mungkin dihindari untuk 

mengurangi terjadinya disharmoni siklus agroekosistem yang 

sudah berlangsung lama dan terkendali. 

7.  Kontinuitas. Sistem pertanian organik tidak berorientasi jangka 

pendek, tetapi lebih pada pertimbangan jangka panjang untuk 

menjamin keberlangsungan jutaan kehidupan, baik untuk 

generasi sekarang ataupun yang akan datang. 

(Dadang Sutisna dan Muhammad Firdaus, 2023:13-14). 

Menurut Kardiman (2014), tidak semua produk organik harus 

disertifikasi apabila ingin menjual produk tersebut karena pengakuan 

mengenai produk organik dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 

1) Mengaku atau mengklaim sendiri, dalam hal ini konsumen dapat 

mengakses langsung ke lahan organik petani untuk melihat proses 

bertani sehingga muncul kepercayaan (trust) dan keyakinan bahwa 

produk tersebut telah diproses secara organik. Namun, dalam proses 

jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung (direct selling); 2) 

Klaim melalui pedagang atau pengumpul, klaim tersebut dilakukan 

dengan menyatakan bahwa produk-produk yang dijual diperoleh dari 

para pelaku organik di bawah bimbingan atau binaan para pedagang 
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atau pengumpul tersebut. Namun, dalam proses penjualannya 

produk tersebut hanya dapat dilakukan melalui direct selling, agar 

para konsumen dapat melihat langsung mengenai bagaimana proses 

produk tersebut dapat dihasilkan agar tercipta kepercayaan (trust); 3) 

Sertifikasi oleh pihak ketiga Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), 

ketika jarak para konsumen dan petani selaku produsen cukup jauh 

sehingga tidak dapat dilakukan direct selling, maka perlu adanya 

pihak ketiga untuk dapat menjamin produk organik tersebut. Pihak 

ketiga dalam hal ini yaitu melalui sertifikasi oleh LSO, sehingga para 

konsumen merasa yakin dan terwakili oleh LSO (Dadang Sutisna dan 

Muhammad Firdaus, 2023:14). 

Pertanian organik tumbuh pesat di tingkat nasional maupun 

global. Hal ini seiring peningkatan kesadaran konsumen terhadap 

bahaya bahan kimia sintetis dalam produk pertanian. Konsumen 

makin bijak dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan 

dan ramah lingkungan. Tujuan makalah ini adalah untuk 

mendeskripsikan konsep pertanian organik menurut pandangan 

internasional maupun nasional, dilanjutkan dengan pemaparan 

perkembangan pertanian organik di Indonesia. Pembahasan tentang 

konsep dan perkembangan pertanian organik di Indonesia mencakup 

kinerja perkembangan pertanian organik, program, luas areal, 

produsen, dan pasar produk organik. Hasil kajian menunjukkan 

bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing 

di pasar internasional walaupun secara bertahap. Secara 

kelembagaan pengembangan pertanian organik di Indonesia hampir 

sama dengan pertanian konvensional, seperti kelompok tani, 

koperasi, asosiasi, atau korporasi masih sangat relevan untuk 

digunakan sebagai pengembangan pertanian organik. Produk 

pertanian organik pada masa transisi masih merintis pasar dan 

biasanya komunitas menjadi pasar terdekat yang bisa dijangkau. 

Edukasi tentang pertanian organik perlu dilakukan pada kedua sisi, 

produsen dan konsumen (Tri Bastuti Purwantini, Sunarsih, 

2019:127).  

Pertanian organik merupakan pertanian perpaduan tradisional, 

dari pengembangan inovasi, dan ilmu pengetahuan yang 

menguntungkan lingkungan bersama dan mempromosikan kualitas 

hidup, menggunakan prinsip kesehatan, ekologi, keadilan dan 

perlindungan. Sesuai dengan tujuan ketujuh MDG‟s 2015, yaitu 
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menjaga kelestarianingkungan hidup. Salah satu alternatif untuk 

mengembalikan kelestarian lahan pertanian adalah dengan pertanian 

organik, yaitu pertanian yang kembali ke alam, tanpa menggunakan 

pupuk kimia ataupun pestisida. Pertanian yang bebas dari substansi 

kimia yang mampu merusak lingkungan serta merusak kesehatan 

(Ditjentan 2016). Kekhawatiran terhadap ramalan Robert Malthus 

bahwa pertumbuhan penyediaan pangan (pertanian) tidak bisa 

mengimbangi pertumbuhan permintaan akan pangan (jumlah 

penduduk) (Pieris 2016; Subair 2015; Darwin 2008). Fenomena 

tersebut terjadi karena sumber pangan tumbuh menurut deret 

hitung, sedangkanumlah penduduk berkembang menurut deret ukur 

telah memacu berkembangnya inovasi teknologi di bidang pertanian 

yang dikenal dengan Revolusi hijau (Green Revolution). Tujuan dari 

Revolusi Hijau adalah untuk meningkatkan efisiensi proses pertanian 

sehingga produktivitas tanaman meningkat dan dapat membantu 

negara-negara berkembang untuk menghadapi kebutuhan 

penduduknya (Ameen dan Raza 2017) (Tri Bastuti Purwantini, 

Sunarsih, 2019:128) 

Revolusi Hijau dalam bidang pertanian mampu membuktikan 

bahwa produksi pangan dapat ditingkatkan secara dramatis dengan 

menggunakan (FAO 2003): (1) varietas unggul, terutama padi dan 

gandum; (2) pupuk dan pestisida kimia sintetis; (3) sistem 

pertanaman monokultur; dan (4) ditanam pada lahan subur. Karena 

keunggulannya itu maka paket teknologi ini diadopsi secara cepat 

dan meluas ke seluruh dunia, baik di negara maju maupun 

berkembang, termasuk di Indonesia. Dengan diterapkannya teknologi 

intensifikasi yang mengandalkan bahan agrokimia di bidang 

pertanian maka teknologi pertanian organik ini mulai ditinggalkan 

oleh petani. Penggunaan benih unggul yang sangat responsif 

terhadap pupuk kimia telah mengantarkan Indonesia mencapai 

swasembada beras pada tahun 1984. Beberapa dasawarsa sejak 

diterapkan revolusi hijau, mulai muncul persoalan dampak 

lingkungan akibat penggunaan bahan kimia di bidang pertanian. 

Berbagai kajian tentang dampak buruk penggunaan bahan sintetis 

dalam sistem pertanian mulai banyak dilakukan dan ditemukan telah 

terjadinya dampak negatif dari revolusi hijau, antara lain: (1) petani 

Indonesia menjadi sangat tergantung pada penggunaan bibit unggul, 

pupuk, dan pestisida yang boros energi; (2) teknologi pertanian yang 
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diterapkan merusak kelestarian alam dan lingkungan, yang dapat 

dilihat dari timbulnya resistensi dan resurgensi pada pertanaman 

(Sumartini 2010; Untung dan Trisyono 2010) serta adanya residu 

pada tanah, air, udara, dan hasil pertanian. Residu pupuk dan 

pestisida kimia yang tertinggal di tanah, air, dan udara menjadi 

racun bagi makhluk hidup dan menjadi salah satu penyebab 

degradasi lahan (Ameen dan Raza 2017). Penggunaan pupuk Nitrogen 

(dalam bentuk Ammonium Sulfat dan Sulfur Coated Urea) yang terus-

menerus selama 20 tahun menyebabkan pemasaman tanah sehingga 

populasi cacing tanah turun dengan drastis (Tri Bastuti Purwantini, 

Sunarsih, 2019:128). 

 Pada pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group 

Discussion/FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan 

Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 

tentang Pertanian Organik, yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Hukum UISU Kerja Sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Utara pada tanggal 7 Agustus 2025 di Vasaka Reiz Condo 

Medan, dengan Tema: “Eksistensi Penyelenggaraan Pertanian Organik 

di Provinsi Sumatera”, diperoleh bahan dan pendapat dari Nara 

Sumber sebagai berikut: 

I. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD 

Provinsi Sumatera Utara (Thomas Dachi, S.H., M.H., M.AP.) 

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPRD Provinsi 

Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai bagian dari inisiatif 

kelembagaan yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat di Daerah terutama dari kalangan masyarakat 

petani dan lembaga swadaya masyarakat Aliansi Organik Indonesia 

(AOI) termasuk Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) di 

Sumatera Utara. Usulan Ranperda tentang Pertanian Organik 

merupakan antara lain bentuk komitmen DPRD dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, serta 

penguatan ketahanan pangan berbasis lokal di Provinsi Sumatera 

Utara. 

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang 

berkelanjutan dengan pendekatan ramah lingkungan, tanpa 

menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk 

anorganik. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan 
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pentingnya konsumsi pangan sehat, serta urgensi pelestarian 

lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, regulasi mengenai 

pertanian organik menjadi penting untuk mendorong transformasi 

sistem pertanian konvensional menuju praktik yang lebih 

berkelanjutan. 

Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan 

pertanian organik, baik dari sisi agroklimat, keragaman komoditas 

pertanian, maupun sumber daya manusia. Namun, hingga saat ini 

belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus mengatur 

tentang pertanian organik, sehingga pengembangannya masih 

bersifat sporadis dan belum terkoordinasi secara optimal. 

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik 

merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, 

yang didasarkan pada khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 

tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, serta 

kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang membuka 

ruang bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertanian berbasis 

organik. 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD 

Provinsi Sumatera Utara setelah berkoordinasi dengan Komisi B 

DPRD Provinsi Sumatera Utara yang merupakan bagian alat 

kelengkapan dewan sebagai pengusul pembentukan ranperda ini dan 

yang membidangi diantaranya sektor pertanian, setelah melakukan 

kajian awal terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pertanian 

Organik di beberapa daerah, menyetujui penyusunan naskah 

akademik dan pembuatan Ranperda ini, sebagaimana tahapan pada 

hari ini dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk FGD. 

II. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Kepala Bagian 

Persidangan dan Perundang-undangan/Luthfi Solihin Sirait, 

S.STP., M.AP.) 

Sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, kami berkepentingan 

untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan 

daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan, serta didukung oleh argumentasi yuridis, filosofis, dan 

sosiologis yang kuat. 

Berikut ini beberapa pandangan dan catatan strategis kami 

terhadap usulan Ranperda tersebut: 

1. Legal Standing dan Kewenangan 

Usulan Ranperda ini merupakan bentuk pelaksanaan hak 

inisiatif DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD 

Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Tertib DPRD. Dari aspek 

kewenangan, DPRD memiliki dasar yang sah untuk mengusulkan 

Ranperda di bidang pertanian, termasuk pertanian organik, yang 

merupakan usulan inisiatif Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, 

mengingat hal ini merupakan urusan pemerintahan konkuren yang 

menjadi bagian dari kewenangan daerah. 

2. Relevansi Tematik dan Urgensi Pengaturan 

Pertanian organik menjadi isu strategis yang selaras dengan 

agenda nasional dalam hal: 

• Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, 

• Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, 

• Peningkatan daya saing produk lokal. 

Dengan demikian, urgensi pengaturan melalui Perda sangat relevan 

untuk memperkuat posisi hukum dan arah kebijakan daerah 

terhadap pembangunan sistem pertanian yang berkelanjutan. 

3. Kebutuhan Harmonisasi dan Sinkronisasi 

Ranperda ini nantinya perlu disusun dengan 

mempertimbangkan keterpaduan terhadap: 

• Kebijakan nasional, seperti regulasi dari Kementerian Pertanian 

terkait standar pertanian organik; 

• Peraturan daerah yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang 

tindih pengaturan, khususnya yang terkait perlindungan lahan 

pertanian, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan; 

• Kepentingan lintas sektor, mengingat pertanian organik 

bersinggungan langsung dengan aspek kesehatan, perdagangan, 

serta pendidikan. 

4. Pentingnya Naskah Akademik yang Kuat 

Kami menyarankan agar naskah akademik yang menyertai 

usulan Ranperda ini disusun secara komprehensif dengan 

memperhatikan: 
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• Data dan fakta empirik tentang praktik pertanian organik di 

Sumatera Utara, 

• Masukan dari stakeholder terkait, termasuk asosiasi petani 

organik, akademisi, dan instansi teknis, 

• Analisis dampak regulasi, baik dari sisi pembiayaan daerah, daya 

dukung kelembagaan, maupun kesiapan implementasi di 

lapangan. 

5. Tahapan dan Kelengkapan Administratif 

Dari sisi prosedural, kami mengingatkan agar proses 

pembentukan Ranperda ini memperhatikan kelengkapan 

administratif berikut: 

• Surat pengantar resmi dari pengusul (Komisi B) kepada perguruan 

tinggi yang bekerja sama dalam penyusunan Naskah Akademik 

dan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik; 

• Usulan Naskah Akademik; 

• Draf Ranperda; 

• Berita acara kesepakatan internal; dan 

• Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk pembahasan 

di Bapemperda dan Badan Musyawarah. 

Penutup 

Sebagai Sekretariat DPRD, kami siap memberikan dukungan 

administratif, teknis, dan fasilitatif untuk memastikan agar Ranperda 

ini dapat dibahas dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. FGD 

seperti ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas 

regulasi yang akan dilahirkan. 

Kami berharap, dengan adanya Perda tentang Pertanian 

Organik ke depan, Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi pelopor 

pembangunan pertanian berkelanjutan dan pusat produksi pangan 

sehat yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun 

internasional.    

III. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara              

(Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera 

Utara Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P.) 
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IV. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura 

Provinsi Sumatera Utara (Kabid. Penyuluhan Dinas Ketahanan 

Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera 

Utara Akmal Syahputra Nasution, S.T., M.H.) 
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 V. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 

(Lisnawati) 
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VI. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (Dekan FP 

USU: Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S.) 
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VII. Tim Pakar UISU Bidang Pertanian Organik (Dr. Ir. Diapari 

Siregar, M.P.) 
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VIII. Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA 

Indonesia/Quandi Azani Bidang Advokasi Yayasan BITRA 

Indonesia) 
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Setelah Diskusi Kelompok Terfokus/Focus Group Discussion 

yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 tersebut, 

selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembahasan Bersama Tim Pakar 

UISU dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara serta Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 

2025 di Ruang Rapat Fakultas Hukum UISU, guna membahas 

Usulan Naskah Akademik dan Usulan Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik yang disusun 

dan dibuat oleh Tim Pakar UISU, dengan materi pembahasan dan 

tanggapan sebagai berikut:   

1. Tim Pakar UISU 
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2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi 

Sumatera Utara (Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi 

Sumatera Utara Thomas Dachi, S.H., M.H. M.IP.) 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD 

Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Komisi B DPRD 

Provinsi Sumatera Utara yang membidangi diantaranya sektor 

pertanian, setelah melakukan kajian awal terhadap beberapa 

Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik di beberapa daerah, 

menyetujui penyusunan naskah akademik dan pembuatan Ranperda 

oleh Universitas Islam Sumatera Utara, sebagaimana tahapan pada 

hari ini dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk Rapat Pembahasan 

setelah FGD yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025, 

dengan memberikan tanggapan beberapa hal khususnya terhadap 

materi Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian 

Organik dimaksud, sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan  

Usulan Ranperda ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan, serta kewenangan pemerintahan daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnya, yang membuka ruang bagi pemerintah daerah 

untuk mendorong pertanian berbasis organik. 

2. Urgensi Pengaturan 

Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan 

arah kebijakan yang jelas bagi petani, pelaku usaha, serta 

lembaga yang terlibat dalam sistem pertanian organik. Selain hal 

tersebut, regulasi ini akan menjadi dasar penganggaran dan 

perencanaan program pembangunan pertanian organik di tingkat 

daerah. 

3. Dampak Sosial dan Ekonomi 

Usulan Ranperda ini memiliki potensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani, memperluas akses pasar produk organik, 

serta meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian lokal. Di 

sisi lain, penerapan pertanian organik juga akan berdampak 
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positif terhadap pelestarian lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. 

4. Kelayakan Akademik dan Teknis 

Bapemperda mendorong agar pembuatan usulan Ranperda ini 

dilengkapi dengan Naskah Akademik yang komprehensif, memuat 

kajian yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta analisis dampak 

implementatif. Kajian teknis juga diperlukan agar ketentuan-

ketentuan dalam Ranperda dapat diimplementasikan secara 

efektif. 

Berdasarkan hasil kajian awal, Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan menerima dan 

menyetujui untuk melanjutkan Pembuatan Usulan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik sebagai Ranperda 

Inisiatif DPRD Tahun 2025 dimaksud sebagai bagian materi yang 

sedang disusun untuk penyelesaian Usulan Naskah Akademik 

dimaksud, dengan beberapa catatan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Naskah Akademik yang mendalam dan 

komprehensif perlu segera diselesaikan. 

b. Pembentukan tim kerja lintas komisi dan pelibatan pihak-pihak 

terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 

Holtikultura, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan, 

perguruan tinggi, serta organisasi petani organik, sangat 

diperlukan untuk menjamin kualitas pembuatan Ranperda ini. 

c. Proses pembahasan Ranperda di DPRD Provinsi Sumatera 

Utara agar memperhatikan prinsip partisipatif dan inklusif, 

dengan menyerap aspirasi masyarakat serta pelaku pertanian 

organik di Sumatera Utara. 

d. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan 

kebijakan nasional, agar Usulan Ranperda ini dapat berjalan 

selaras dengan strategi pembangunan pertanian nasional. 

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Utara 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke 

hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka pembahasan 

usulan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah 

(Ranperda) tentang Pertanian Organik. 
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Atas nama Sekretariat DPRD Provinsi, khususnya Bagian 

Persidangan dan Perundang-undangan, kami menyampaikan 

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas 

Hukum UISU yang telah menggagas dan memfasilitasi rapat 

pembahasan ini. Upaya ini merupakan bentuk sinergi yang sangat 

positif antara dunia akademik dan lembaga legislatif dalam 

mendukung proses pembentukan peraturan daerah yang berbasis 

pada kajian akademik dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai 

implementasi dari Perjanjian Kerja Sama Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Utara dengan Fakultas Hukum UISU tentang Penyusunan 

Naskah Akademik dan Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 

tentang Pertanian Organik. 

Terkait substansi Usulan Naskah Akademik dan Usulan 

Ranperda tentang Pertanian Organik yang disusun oleh Tim UISU, 

kami memandang bahwa inisiatif ini sangat strategis dan relevan 

dengan kondisi saat ini. Pertanian organik bukan hanya menjadi 

alternatif dalam menghadapi dampak negatif pertanian berbasis 

kimia, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan 

pangan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta 

peningkatan nilai tambah bagi petani lokal. 

Dari aspek legal drafting dan proses legislasi, beberapa hal yang 

menjadi perhatian kami antara lain: 

1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, 

seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem 

Budi Daya Pertanian, serta Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Menteri terkait pertanian organik. 

2. Kejelasan norma dan ruang lingkup pengaturan dalam 

Ranperda, agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan 

pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. 

3. Keterlibatan multi-pihak, khususnya lembaga atau kelompok 

masyarakat yang peduli dengan pertanian organik, perangkat 

daerah terkait, serta pelaku usaha pertanian organik, dalam 

penyusunan dan implementasi Perda, yang sebelumnya telah 

dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD). 

4. Aspek pengawasan dan sanksi yang proporsional dan dapat 

dilaksanakan secara efektif. 
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5. Perlunya dukungan anggaran dan kebijakan turunan, agar 

Perda yang disusun tidak hanya berhenti sebagai dokumen 

normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di 

lapangan. 

Kami dari Bagian Persidangan dan Perundang-undangan siap 

mendampingi dan memfasilitasi proses harmonisasi dan legalisasi, 

serta penyusunan Naskah Akademik dan Usulan Ranperda sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan 

Propemperda, pembahasan di tingkat pansus, hingga penetapan 

Perda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. 

Akhir kata, kami berharap kerja sama antara DPRD Provinsi 

dan kalangan akademisi seperti ini dapat terus ditingkatkan, 

sehingga setiap produk hukum daerah yang lahir memiliki kualitas 

akademik, legitimasi sosial, serta daya implementasi yang tinggi. 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. 

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan 

norma 

Menurut  Hamid S. Attamimi (Yuliandri, 2009:115), 

menyatakan: dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 

setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna 

memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara 

benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila 

selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-

undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku 

asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-

asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas 

umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi 

perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.  

 Berdasarkan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah 

yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke 

wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum 

(algemene rechtsbeginselen), yang di dalamnya terdiri atas asas 

negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan 
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berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan 

rakyat.       

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan 

Penjelasannya, dalam membentuk peraturan perundang-undangan 

termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus dilakukan berdasarkan 

pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, 

yang meliputi: 

a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang 

jelas yang hendak dicapai; 

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah 

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat 

oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan 

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat 

oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; 

c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan 

jenis Peraturan Perundang-undangannya;  

d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan 

efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara 

filosofii, yuridis maupun sosiologis. 

i. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan 

moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang 

mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk 

berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam 

masyarakat; 

ii. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi 

dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 

iii. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan 

Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh 

masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang 

bersangkutan. 

e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 
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dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan 

pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan 

mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaanya. 

g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, 

penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan 

demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan; 

Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan diatur 

berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan 

Penjelasannya, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut: 

a. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk 

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 

b. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan 

Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan 

seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan 

perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian 

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila; 

c. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan 

Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya 

khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

d. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional 

bagi setiap warga negara tanpa kecuali; 

e. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh 

berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau 

status sosial; 

f. Asas   ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap 

materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan 



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

96 

 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian 

hukum; 

g. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa 

setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan 

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara; 

h. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam 

rangka menciptakan ketentraman masyarakat; 

i. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan 

martabat setiap warga negara secara proporsional; 

j. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

setiap warga negara secara proporsional; 

k. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa 

Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Terkait dengan asas peraturan perundang-undangan tersebut, 

ada enam asas undang-undang (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono 

Soekanto, 1985:47), yaitu:  

a. Undang-undang tidak berlaku surut; 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 

c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan 

Undang-undang yang bersifat umum; 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu; 

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 

f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin 

dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi 

masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan 

pelestarian (Asas Welvaarstaat). 

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut 

sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 

(dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau 

proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang 

berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan 
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Perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Y. Sari 

Murti Widiyastuti, 2007: 17), menyatakan: asas hukum bukan 

merupakan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar 

yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan 

konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum 

sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan hakim. 

Asas-asas hukum tentang Pertanian Organik, harus juga 

menaati asas-asas umum  penyelenggaraan negara sebagaimana 

diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 

pada Pasal 3 dan Penjelasannya meliputi: 

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara 

negara. 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi 

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggara negara. 

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 

selektif. 

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan 

dan rahasia negara. 

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian 

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Adapun Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, dinyatakan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan 

yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 

Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 

yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 

perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

 Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tersebut maka segala peraturan yang yang 

dikeluarkan oleh kelembagaan yang berwenang terkait Pertanian 

Organik, tetap dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat dalam 

penyelesaian sengketa jaminan sosial. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus 

berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut 

berlaku juga bagi norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan 

Pertanian Organik. 

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengaturan 

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pada 
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kewenangan pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan 

pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian termasuk 

Pertanian Organik, sebagaimana diatur pada Pasal 58 Undang-

Undang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: a. kepastian hukum; b. 

tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; 

e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. 

efektivitas; dan j. keadilan. 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, 

serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 

Dinas Ketahanan Angan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi 

Sumatera Utara, Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Dinas 

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai 

baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga 

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan 

kegagalan.  

Target produksi komoditi pangan khususnya Padi dan Jagung 

mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 

2020 dan sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan terus meningkat 

pada tahun 2023. Pada tahun 2021 target kinerja produksi padi 

sebesar 4.232.971ton dengan capaian kinerja sebesar 110,95% lalu 

menurun menjadi 3.906.872ton pada tahun 2021 dengan capaian 

kinerja sebesar 100,51%. Hal ini disebabkan karena menurunnya 

volume bantuan benih pada saat pandemi Covid 19. Pemerintah 

fokus pada bantuan sarana dan prasarana penunjang untuk 

mengurangi dampak Covid 19. Pada tahun 2022 dan 2023 target 

produksi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Adanya akselerasi program vaksinasi dan tercapainya 

target herd immunity menyebabkan target produksi padi pada tahun 

2022 naik menjadi 3.985.007ton dengan capaian kinerja sebesar 

100,24% dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 

4.064.705ton dengan capaian 4.049.438ton atau 99,62%. Grafik yang 

sama juga ditunjukkan pada perkembangan target produksi jagung, 

dimana capaian kinerja produksi jagung terus meningkat selama 
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rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2023. Tidak sejalan 

dengan grafik produksi padi dan jagung, capaian kinerja produksi 

kedelai mengalami penurunan yang cukup sigifikan pada tahun 2021 

yaitu sebesar 36,11%. Hal ini disebabkan antara lain: 

1.  Luas baku lahan sawah Sumatera Utara mengalami pengurangan 

sehingga berdampak terhadap luas panen. 

2.  Alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara berkurang, hal 

ini diakibatkan dari berkurangnya luas baku lahan sawah. 

Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tersebut, mengakibatkan 

pemanfaatan terhadap pupuk mengalami pengurangan, sehingga 

berdampak terhadap produktivitas tanaman.  

3. Berkurangnya dukungan bantuan yang bersumber dari dana 

APBN disebabkan karena adanya refocusing anggaran. 

Berbeda dengan tanaman pangan, target kinerja komoditi 

hortikultura terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2023. 

Seperti misalnya bawang merah, tahun 2020 target kinerjanya 

sebesar 13.370ton lalu meningkat pada tahun 2021 menjadi 

17.775ton, pada tahun 2022 sebesar 18.219ton dan tahun akhir 

renstra menjadi 18.675 ton. Capaian kinerja produksi bawang merah 

selama kurun waktu 3 tahun diatas 150%, lebih dari 220% pada 

tahun 2022 dan lebih dari 350% pada tahun 2023. Hal ini 

disebabkan adanya perubahan dalam metode perhitungan produksi 

bawang merah pada tahun 2023, dimana pada saat penetapan target 

menggunakan satuan umbi kering, sedangkan pada saat 

penghitungan produksi menggunakan satuan umbi basah, disamping 

itu volume bantuan bidang hortikultura meningkat secara signifikan 

setiap tahunnya. 

Sampai dengan tahun akhir renstra (2023) progress kinerja 

peningkatan produksi terhadap target kinerja komoditi strategis yaitu 

padi, jagung, kedele, bawang merah dan cabai merah menunjukkan 

angka yang cukup memuaskan. Di tahun akhir pelaksanaan renstra 

rata-rata progress capaian kinerja komoditi strategis mencapai angka 

diatas 100 persen. Hanya komoditi padi yang nilai progress 

kinerjanya baru mencapai 99,62 persen. Sedangkan untuk progress 

kinerja peningkatan provitas, sama halnya seperti peningkatan 

produksi, rata-rata progress kinerja komoditi strategis mencapai 

angka diatas 100 persen, kecuali jagung yang baru mencapai angka 

98,12 persen. Diharapkan sampai dengan tahun renstra berakhir, 
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seluruh target produksi dan provitas komoditas strategis dapat 

tercapai. 

Hal tersebut disebabkan karena tingginya alih fungsi lahan 

sawah LBS tahun 2022 seluas 348.204 ha berkurang menjadi 

343.738 ha pada tahun 2023 atau terjadi pengurangan seluas 4.466 

ha. Alih fungsi lahan menjadi real estate, jalan, perkebunan dan 

sebagainya. Alih fungsi lahan terbesar di kabupaten Karo (3.722 ha) 

dan kabupaten Serdang Bedagai (1.126 ha). selain itu, perubahan 

iklim (climate change) yang menyebabkan berkurangnya curah hujan 

dan musim kering berkepanjangan. Dampak perubahan iklim 

(kekeringan) pada tanaman padi seluas 12.965 ha dan puso seluas 

985 ha. Paling banyak terjadi di kabupaten Karo dan Asahan. 

Secara garis besar, tercapainya target kinerja yang telah 

ditetapkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena: 

a.  kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan 

program/kegiatan yang dilaksanakan.  

b.  Tersedianya dana yang dapat mengcover seluruh kegiatan yang 

ada. 

c.  Tersedianya SDM yang berkualitas.  

d.  Dukungan dari kepala daerah kabupaten/kota dalam rangka 

pengembangan pertanian di Sumatera Utara.  

Untuk target peningkatan produksi komoditi tanaman pangan 

dan hortikultura telah dilaksanakan program/kegiatan diantaranya:  

a.  Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang 

meliputi pengawasan mutu benih dan penyediaan benih/bibit 

tanaman pangan dan hortikultura yang disalurkan ke masyarakat  

b.  Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 

mencakup penyediaan dan penyaluran prasarana pendukung 

pertanian seperti alat/mesin pertanian, jalan/irigasi, sampai 

dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)  

c.  Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, 

meliputi Gerakan Pengendalian atas adanya serangan OPT 

(Gerdal) ataupun bencana banjir dan kekeringan.  

d. Program Penyuluhan Pertanian mencakup pelatihan dan 

pembekalan yang diberikan kepada petani dan penyuluh lapang, 

guna meningkatkan kapasitas dan sumber daya serta transfer 
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teknologi yang diharapkan dapat ditularkan ke kelompok petani 

atau penyuluh lapangan yang lain.  

Dalam rangka pencapaian target kinerja, ada beberapa kendala 

yang ditemui diantaranya:  

a. volume bantuan benih dan saprodi yang disalurkan kepada 

masyarakat belum mampu menjangkau seluruh petani yang ada 

di provinsi Sumatera Utara. 

b.  pelatihan dan pembinaan dalam bentuk transfer teknologi kepada 

kelompok tani dinilai masih kurang.  

c.  Luas baku lahan sawah Sumatera Utara mengalami pengurangan 

sehingga berdampak terhadap luas panen.  

d.  Alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara berkurang, hal 

ini diakibatkan dari berkurangnya luas baku lahan sawah. 

Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tersebut, mengakibatkan 

pemanfaatan terhadap pupuk mengalami pengurangan, sehingga 

berdampak terhadap produktivitas tanaman.  

e.  Berkurangnya dukungan bantuan yang bersumber dari dana 

APBN disebabkan karena adanya refocusing anggaran.  

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, solusi yang dapat 

dilakukan sekaligus menjadi catatan dalam peningkatan kinerja 

tahun mendatang adalah sebagai berikut:  

a.  mengoptimalkan penyediaan benih tanaman pangan berkualitas 

meliputi padi, jagung, kedelai dan kacang-kacangan serta saprodi 

pendukungnya.  

b.  Mengoptimalkan penyediaan bibit hortikultura berkualitas 

meliputi bawang merah, cabai, kentang, aneka buah dan aneka 

sayur serta saprodi pendukungnya  

c. Memberikan edukasi secara meluas ke masyarakat tentang 

penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pupuk kimia 

ditengah tingginya harga pupuk kimia tersebut. 

Hasil laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. PEMDA memiliki 2 (Dua) sasaran strategis yang tertuang dalam 

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 

yaitu:  
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(1)  Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi Menuju 

swasembada beras & jagung serta peningkatan produksi cabe 

merah, bawang merah dengan; dan 

(2)  Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM).  

2 (Dua) sasaran strategis tercapai dan 0 sasaran strategis tidak 

tercapai. 

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera 

Utara antara lain: 

a.  volume bantuan benih dan saprodi yang disalurkan kepada 

masyarakat belum mampu menjangkau seluruh petani yang 

ada di provinsi Sumatera Utara 

b.  pelatihan dan pembinaan dalam bentuk transfer teknologi 

kepada kelompok tani dinilai masih kurang. 

c. Luas baku lahan sawah Sumatera Utara mengalami 

pengurangan sehingga berdampak terhadap luas panen. 

d.  Alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara berkurang, 

hal ini diakibatkan dari berkurangnya luas baku lahan sawah. 

Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tersebut, 

mengakibatkan pemanfaatan terhadap pupuk mengalami 

pengurangan, sehingga berdampak terhadap produktivitas 

tanaman.  

e.  Berkurangnya dukungan bantuan yang bersumber dari dana 

APBN disebabkan karena adanya refocusing anggaran. 

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu 

dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:  

1.  mengoptimalkan penyediaan benih tanaman pangan berkualitas 

meliputi padi, jagung, kedelai dan kacang-kacangan serta saprodi 

pendukungnya.  

2.  Mengoptimalkan penyediaan bibit hortikultura berkualitas 

meliputi bawang merah, cabai, kentang, aneka buah dan aneka 

sayur serta saprodi pendukungnya  

3. Memberikan edukasi secara meluas ke masyarakat tentang 

penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pupuk kimia 

ditengah tingginya harga pupuk kimia tersebut.  

4.  Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas 

rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas. 
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Pertanian organik di Provinsi Sumatera Utara juga mulai 

berkembang, baik secara mandiri maupun karena adanya “Program 

1.000 Desa Organik” dari Kementerian Pertanian. Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara telah mengembangkan pertanian organik 

terutama untuk padi dan hortikultura. Bahkan pada tahun 2016 

terdapat lima desa di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan 

Karo yang telah memperoleh sertifikat untuk tanaman padi dan 

palawija serta buah dan sayuran (semangka dan kacang kuning) dari 

lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (Ledsos) yang berpusat di Jawa 

Timur. Sesuai dengan tujuan program desa organik, yaitu 

menciptakan banyak petani organik belum sepenuhnya berhasil, ini 

searah dengan hasil kajian Charina et al. (2018) di Bandung Selatan 

yang mengemukakan kurang berhasilnya program tersebut karena 

belum adanya sosialisasi serta pendampingan dan evaluasi dari 

pihak pemerintah sebagai pembuat program (Tri Bastuti Purwantini 

dan Sunarsih, 2019:137). 

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan 

diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan 

masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan 

Negara 

1.  Partisipasi 

Pada prinsip partisipasi, pendekatan hak memerlukan 

keterlibatan yang luas masyarakat sebagai satu bagian pihak 

terhadap pembangunan. Pada umumnya, partisipasi ini dipahami 

sebagai keterlibatan masyarakat warga (civil society) dan berbagai 

kelompok sosial secara langsung dalam menentukan suatu kebijakan 

sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. 

Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh outcome-driven. Praktik-

praktik yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan 

menunjukkan bahwa partisipasi memerlukan keharusan adanya 

sistem representasi. Dalam lingkup Pertanian Organik, pelindungan 

dan pemberdayaan terhadap petani organik dan/atau kelompok 

petani organik pada partisipasi selalu dirumuskan sebagai partisipasi 

optimal dan efektif. 

Partisipasi masyarakat terhadap Pertanian Organik belum 

optimal di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan petani 
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organik dan/atau kelompok petani organik sebagai bagian pelaku 

pembangunan dalam bidang pangan dan pertanian pada sektor sosial 

dan perekonomian belum optimal dalam memperoleh Pertanian 

Organik. Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap 

penyelenggaraan Pertanian Organik dalam memenuhi jaminan hak-

hak petani organik dan/atau kelompok petani organik bukannya 

hanya tanggung jawab pelaku usaha namun juga tanggung jawab 

Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal lain, diperlukan regulasi Daerah 

dalam Pertanian Organik. 

2. Keadilan 

Keadilan tidak boleh direduksi menjadi benefit sharing, karena 

makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh 

aspek kehidupan manusia. Sementara benefit sharing dalam konteks 

proyek pembangunan bisa menjadi sangat bias manfaat material atau 

ekonomi semata. Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula 

kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. 

Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima 

Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal 

tersebut berarti sebuah keadilan di mana negara memainkan peran 

penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan 

kepada proses yang disebut sebagai ‘trickle down effect’ yang 

berasumsi bahwa begitu tercapai kesejahteraan di lapisan elit dalam 

masyarakat dengan sendirinya akan ada ‘tetesan’ kesejahteraan bagi 

lapisan akar rumput di bawahnya.  

Dalam konteks Pertanian Organik, keadilan sosial seperti ini 

menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat. Dalam 

hal Pertanian Organik mengacu pada suatu kebijakan yang 

dirancang secara sitematis dan terstruktur untuk mengembangkan 

dan membina petani organik dan/atau kelompok petani organik dan 

pelaku usaha secara internal (partisipasi lembaga swadaya 

masyarakat dan lembaga pelaku usaha) maupun secara eksternal 

sebagai implementasi terhadap program Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk mengembangkan dan peningkatan pembangunan 

bidang pangan dan bidang pertanian pada sektor sosial dan sektor 

perekonomian dengan pelibatan dan kerja sama antar kelompok 
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petani organik, pelaku usaha, dan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah. 

3. Transparansi 

Transparansi didasarkan pada asumsi bahwa bias dalam 

informasi yang akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, 

oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus 

disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima 

informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi dimaksud mengalir 

di antara para pihak (petani organik dan/atau kelompok petani 

organik/pelaku usaha dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah), yang merupakan implikasi dari pandangan civil society yang 

memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut 

pihak terkait atau pihak berkepentingan (stakeholder atau party). 

Informasi, misalnya, dapat mengalami distorsi secara signifikan bila 

ditempatkan dalam komunikasi antara para pihak (petani organik 

dan/atau kelompok petani organik/pelaku usaha dengan Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah).  

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi 

kepada masyarakat petani organik dan/atau kelompok petani 

organik sebagai bagian subjek dalam pembangunan bidang pangan 

dan bidang pertanian khususnya pada sektor sosial dan sektor 

perekonomian, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap 

negara dalam kedudukan mereka sebagai warga negara Indonesia. 

Transparansi yang guna pencerdasan masyarakat petani organik 

dan/atau kelompok petani organik agar menjadi implementasi dari 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. 

4. Hak Asasi Manusia (HAM) 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sebelum maupun pasca amandemen Undang-Undang 

Dasar menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. 

Kewajiban negara dalam konstitusi maupun dalam hukum HAM 

Internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban 

utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan 

kebebasan dasar warga negara. Berdasarkan hal tersebut, dalam 

konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik, 

harus diatur prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab 

sebagaimana tercantum dalam sila ke lima Pancasila. 
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Berdasarkan konstitusi, masyarakat infra struktur politik (non 

government organization) maupun masyarakat supra struktur politik 

(government) diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pertanian 

Organik. Namun sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat dalam 

Pertanian Organik harus mengutamakan upaya pelindungan dan 

pemberdayaan petani organik dan/atau kelompok petani organik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB III  

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

Pada Bab ini, memuat hasil kajian terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait kondisi hukum yang ada, keterkaitan 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan peraturan 

perundang-undangan lain tentang Pertanian Organik, harmonisasi 

secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan 

perundang-undangan terkait, termasuk peraturan perundang-

undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta 

peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah 

yang baru sesuai dengan asas-asas hukum. 

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang 

Pertanian Organik, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian dimaksud, 

akan diketahui keberlakuan dari Undang-Undang atau Peraturan 

Daerah terkait Pertanian Organik. Analisis dimaksud dapat 

menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan 

perundang-undangan yang ada serta eksistensi dari Undang-Undang 

dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 

pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dimaksud menjadi 

bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari 

pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi yang akan 

dibentuk. 

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pertanian Organik merupakan implementasi dari hak asasi 

manusia sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat 

UUD 1945), dinyatakan:  

(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  
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(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  

(4)  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 

dalam undang-undang. 

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah 

menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai 

persoalan yang belum terpecahkan. Diantara dinamika 

pembangunan adalah ketahanan pangan khususnya dalam urusan 

pemerintahan bidang pangan dan pertanian.  

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak 

seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran 

dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek 

kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan 

berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang 

adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 

paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi 

setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara 

cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai 

semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang 

memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi 

maupun yang mengonsumsi pangan. 

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, 

merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan 

Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti 

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan 

masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai 

kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, 
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tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha 

Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan 

melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang 

dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus 

mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan 

sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) 

ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya 

lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan 

ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan 

atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan 

produktif. 

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada 

pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan 

Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan 

dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan 

ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan 

harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan 

pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi 

Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan 

pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan 

yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan 

Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.  

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau 

proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui 

Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, 

pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi 

Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan 

Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal 

bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan 

Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai 

kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko 

merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha 

Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, 

terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, 

baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang 

mengonsumsi Pangan tersebut.  
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Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan 

mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, 

keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang 

diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan 

ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat 

dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.  

Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, 

Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada 

kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi 

di bidang Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha 

Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan 

pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta 

menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga 

penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat. 

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, 

dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang 

memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan 

sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden.  

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, 

dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui 

pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, 

penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan 

penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan 

pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran 

penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, 

Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau 

peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat 

juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian 

masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan regulasi Daerah untuk 

mengoptimalkan Pertanian Organik sehingga tercipta pembangunan 

bidang pangan dan pertanian yang sehat dan berkelanjutan. 
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B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan) terdiri 

dari XVII (tujug belas) BAB dan 154 (seratus lima puluh empat) Pasal. 

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pangan dinyatakan: Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, 

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya pada Pasal 1 

angka 4 Undang-Undang Pangan dinyatakan: Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Panganbagi negara sampai dengan 

perseorangan, yang tercermindari tersedianya Pangan yang cukup, 

baik jumlahmaupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, 

danterjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat, untuk dapat hidupsehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. 

 Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pangan dinyatakan: 

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: 

a.  kedaulatan; 

b.  kemandirian; 

c. ketahanan; 

d.  keamanan; 

e.  manfaat; 

f.  pemerataan; 

g.  berkelanjutan; dan 

h.  keadilan. 

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan 

berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian 

Pangan, dan Ketahanan Pangan (Pasal 3 Undang-Undang Pangan). 
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Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Pangan dinyatakan: 

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: 

a.  meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; 

b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi 

persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi 

masyarakat; 

c.  mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok 

dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat; 

d.  mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi 

masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; 

e.  meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di 

pasar dalam negeri dan luar negeri; 

f.  meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakattentang 

Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagikonsumsi 

masyarakat; 

g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya 

Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan 

h.  melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber dayaPangan 

nasional. 

Adapun Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pangan, meliputi: 

a.  perencanaan Pangan; 

b.  Ketersediaan Pangan; 

c.  keterjangkauan Pangan; 

d.  konsumsi Pangan dan Gizi; 

e.  Keamanan Pangan; 

f.  label dan iklan Pangan; 

g.  pengawasan; 

h.  sistem informasi Pangan; 

i.  penelitian dan pengembangan Pangan; 

j.  kelembagaan Pangan; 

k.  peran serta masyarakat; dan 

l.  penyidikan. 

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
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Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdiri 

dari X (sepuluh) BAB dan 108 (seratus delapan) Pasal. Berdasarkan 

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

dinyatakan: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan 

pada: 

a.  kedaulatan; 

b.  kemandirian; 

c.  kebermanfaatan; 

d.  kebersamaan; 

e.  keterpaduan; 

f.  keterbukaan; 

g.  efisiensi-berkeadilan; dan 

h.  keberlanjutan. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani dinyatakan: Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani bertujuan untuk: 

a.  mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka 

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang 

lebih baik; 

b.  menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan 

dalam mengembangkan Usaha Tani; 

c.  memberikan kepastian Usaha Tani; 

d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya 

tinggi, dan gagal panen; 

e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani 

sertaKelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Taniyang 

produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan 

f.  menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian 

yang melayani kepentingan Usaha Tani. 

Adapun Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, meliputi: 

a.  perencanaan; 

b.  Perlindungan Petani; 

c.  Pemberdayaan Petani; 

d.  pembiayaan dan pendanaan; 

e.  pengawasan; dan 

f.  peran serta masyarakat. 
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Terhadap Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 (1) Undang-

Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-

XI/2013 dinyatakan bahwa Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 

(1) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Putusan Mahkamah 

dimaksud, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 

permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, dan keterangan 

Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat dari para Pemohon, 

keterangan para saksi dan ahli dari para Pemohon dan Presiden, 

kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Presiden, Mahkamah 

berpendapat sebagai berikut: 

Menimbang bahwa Pasal 59 UU 19/2013 menyatakan, 

“Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan 

dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, 

atau izin pemanfaatan”. Oleh karena pasal a quo dimaksudkan 

untuk memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh 

lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) 

huruf a maka Mahkamah memandang perlu untuk mengutip 

secara utuh Pasal 58 tersebut yang menyatakan: 

Pasal 58 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan 

lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 

(2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (2). 

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah 

negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai 

kawasan Pertanian. 

(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas 

yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada 

Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 
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5 (lima) tahun berturut-turut. 

b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 ayat (1). 

(4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk 

memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan 

Pertanian. 

Menimbang bahwa sesuai amanat konstitusi guna memenuhi 

hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara berkewajiban 

menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, 

khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. 

Undang-Undang a quo dibentuk dengan tujuan untuk melindungi 

dan memberdayakan petani sebagai pelaku pembangunan 

pertanian guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang 

merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan 

kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan 

secara berkelanjutan. 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang a quo 

adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan 

petani dengan segala upaya meningkatkan kemampuan petani 

untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui 

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, 

pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, 

konsolidasi jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses 

ilmu pengetahuan, teknologi informasi, kelembagaan petani baik 

yang dibentuk Pemerintah maupun yang dibentuk atas inisiatif 

para petani, pemanfaatan tanah negara yang terlantar untuk 

dijadikan lahan pertanian atau konsolidasi dan jaminan luasan 

lahan pertanian; 

Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang a quo untuk 

memudahkan para petani memperoleh tanah negara bebas yang 

ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan agar para petani 

mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang diberikan 

oleh negara dari tanah negara bebas agar berdaya guna dan 

berhasil guna, serta berkesinambungan dan tidak mudah 
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dipindahtangankan serta menjaga agar lahan pertanian tetap 

dapat dimanfaatkan secara turun temurun 

serta tidak mudah diambil begitu saja oleh negara (Pemerintah) 

kecuali untuk kepentingan umum dan yang dilaksanakan dengan 

suatu itikad baik dan atau memberikan ganti lokasi yang setara, 

maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum kepada para 

petani. 

Terdapat tiga persoalan yang diajukan oleh para Pemohon dalam 

permohonan pengujian Pasal 59 UU a quo yang harus 

dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu: (i) tentang pemberian 

hak milik kepada petani atas tanah negara bebas di kawasan 

pertanian; (ii) tentang pemberian hak sewa kepada petani setelah 

dilakukan redistribusi dari tanah yang semula tanah negara 

bebas; dan (iii) tentang izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan 

izin pemanfaatan atas tanah negara bebas. 

Menimbang bahwa terhadap tiga persoalan tersebut, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Bahwa menurut Mahkamah, pemberian hak milik kepada 

petani atas tanah negara bebas yang menjadikan kawasan 

pertanian sangat berpotensi akan mengubah kebijakan politik 

negara untuk mempertahankan suatu kawasan pertanian 

menjadi kawasan non-pertanian. Apabila diberikan hak milik 

kepada para petani maka itu akan dimiliki secara turun 

temurun dan bebas untuk dialihkan dan diperjualbelikan 

yang pada akhirnya juga dapat mengubah peruntukan 

kawasan pertanian menjadi peruntukan yang lain sehingga 

akan mengurangi kawasan pertanian. Pemberian hak milik 

kepada petani memang akan memberikan kepastian kepada 

para petani untuk memiliki tanah, tetapi dalam hal ini 

pemberian hak milik tersebut akan mengancam upaya negara 

untuk mempertahankan suatu kawasan sebagai kawasan 

pertanian. Tanpa diberikan hak milik para petani pun dapat 

diberdayakan untuk memanfaatkan kawasan pertanian 

tersebut dengan memberikan izin pengelolaan, izin 

pengusahaan, dan izin pemanfaatan; 

2. Bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga 

negara khususnya petani adalah politik hukum yang sudah 

ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 
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(UUPA) karena politik hukum demikian adalah politik hukum 

peninggalan Hindia-Belanda yang bersifat eksploitatif 

terhadap rakyat. Menurut Mahkamah, jika membaca Pasal 59 

yang menyatakan, “Kemudahan bagi Petani untuk 

memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, 

izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan”, 

maka dapat dimaknai bahwa negara atau Pemerintah dapat 

memberikan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, 

atau izin pemanfaatan terhadap tanah negara bebas kepada 

petani. Hal itu berarti bahwa negara dapat menyewakan 

tanah kepada petani. Menurut Mahkamah hal demikian 

bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang 

dianut dalam UUPA yang melarang sewa menyewa tanah 

antara negara dengan petani (warga negara). Walaupun 

Presiden dalam keterangannya menerangkan bahwa hak sewa 

dimaksud adalah hak sewa antara petani dengan petani, 

sehingga frasa “hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, 

atau izin pemanfaatan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

59 adalah sewa menyewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, 

atau izin pemanfaatan sesama petani yang telah memperoleh 

kemudahan dari Pemerintah dalam satu kawasan pertanian 

yang tidak dapat dialihfungsikan di luar usaha non-

pertanian, menurut Mahkamah, sewa menyewa antara petani 

dengan petani tidak perlu diatur dalam Undang- Undang a 

quo karena praktik tersebut berada pada hubungan hukum 

keperdataan biasa yang juga dimungkinkan oleh UUPA. 

Demikian pula keterangan Presiden bahwa yang dimaksud 

“izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan” 

antara negara (Pemerintah) dengan petani adalah suatu 

konstruksi yang tidak mungkin secara hukum karena 

hubungan perizinan adalah hubungan antara negara 

(Pemerintah) dengan warga negara, sehingga jika yang 

dimaksud oleh Presiden adalah izin dari swasta atau petani 

kepada petani yang lain, hal itu juga tidak perlu diatur dalam 

Undang-Undang a quo karena praktik tersebut merupakan 

hubungan hukum keperdataan biasa. Walaupun demikian, 

Mahkamah perlu menegaskan bahwa negara dapat saja 
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memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin 

pemanfaatan kepada petani terhadap tanah negara bebas 

yang belum didistribusikan kepada petani, tetapi negara atau 

Pemerintah tidak boleh menyewakan tanah tersebut kepada 

petani. Sewa menyewa tanah antara negara atau Pemerintah 

dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi 

dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. 

Demikian pula dengan pemberian lahan sebesar 2 hektar 

tanah Negara bebas kepada petani haruslah memprioritaskan 

kepada petani yang betul-betul belum memiliki lahan 

pertanian dan bukan diberikan kepada petani yang cukup 

kuat dan telah memiliki lahan. 

3. Bahwa untuk menjawab persoalan yang ketiga, Mahkamah 

perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan Mahkamah 

dalam Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003, 

bertanggal 15 Desember 2004, Putusan Nomor 3/PUU- 

VIII/2010, bertanggal 16 Juni 2011, Putusan Nomor 

36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012 yang pada 

pokoknya mempertimbangkan hal sebagai berikut: “bahwa 

pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan 

sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, 

maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan "sebesar-

besar kemakmuran rakyat", sehingga amanat untuk 

"memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam 

Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan. 

Dengan demikian, perkataan dikuasai oleh negara haruslah 

diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam 

arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi 

kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan 

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya”, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik 

oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan 

dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh 

UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk 

mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan 
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(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), 

melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan 

pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Fungsi kepengurusan oleh negara 

dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk 

menerbitkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan 

konsesi. Fungsi pengaturan oleh Negara dilakukan melalui 

kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah 

dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan 

dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau 

melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, 

termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan 

hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan 

di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas 

sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar- 

besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan 

oleh negara dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam 

rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 

penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, 

dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.Dengan adanya 

anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-

besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama 

bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau 

pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh 

negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, 

baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki 

masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat 

serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh 

masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses 

untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain”; 

Dalam putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah telah 

berpendirian bahwa bentuk penguasaan negara terhadap bumi 



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

121 

 

dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat 

dilakukan dengan tindakan pengurusan dalam hal ini termasuk 

memberikan izin, lisensi, dan konsesi, tindakan pengaturan, 

pengelolaan, dan pengawasan. Salah satu dari keempat tindakan 

tersebut dapat dilakukan oleh negara sepanjang berdasarkan 

penilaian tindakan yang memberikan manfaat bagi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, 

tindakan negara memberikan izin pengelolaan, izin pengusahaan, 

dan izin pemanfaatan tanah negara bebas di kawasan pertanian 

harus memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, sehingga pemberian izin tersebut dapat dilakukan oleh 

negara; 

Menimbang bahwa terhadap Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a 

quo menurut Mahkamah penguatan kelembagaan petani memang 

sangat perlu dilakukan oleh negara dalam rangka pemberdayaan 

petani, untuk itu bisa saja negara membentuk organisasi-

organisasi petani dengan tujuan memberikan perlindungan dan 

pemberdayaan petani, namun tidak dapat diartikan bahwa 

negara mewajibkan petani harus masuk dalam kelembagaan 

yang dibuat oleh Pemerintah atau Negara tersebut. Pasal 70 ayat 

(1) Undang-Undang a quo telah membatasi kelembagaan petani 

terbatas pada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi 

Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. 

Penyebutan secara limitatif organisasi kelembagaan petani dalam 

pasal a quo dengan penulisan nama organisasi dalam huruf besar 

menunjukkan nomenklatur organisasi yang telah ditentukan. 

Menurut Mahkamah, pembentukan kelembagaan bagi petani 

yang dibentuk oleh negara harus juga diberikan kesempatan 

kepada petani untuk membentuk kelembagaan dari, oleh, dan 

untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan 

kepentingan petani itu sendiri. 

Negara sebagai fasilitator bagi petani sesuai dengan 

kewenangannya seharusnya juga bertugas mendorong dan 

memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan 

dilaksanakan sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, 

nilai, dan kearifan lokal petani. Adanya upaya perlindungan dan 

pemberdayaan petani yang dilakukan untuk memajukan dan 
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mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan 

usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan 

petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Itikad baik 

dari negara untuk membentuk organisasi ataupun kelembagaan 

petani sangatlah positif karena akan lebih efektif dalam 

melakukan pembinaan kepada para petani seperti penyuluhan, 

inventarisasi petani yang sesungguhnya, penyaluran bantuan, 

memudahkan pertanggungjawaban, koordinasi, dan komunikasi 

Pemerintah dengan petani, antar petani, kegiatan atau sosial 

gotong- royong. Akan tetapi, adanya pembentukan kelembagaan 

petani oleh negara tidak diartikan bahwa petani dilarang untuk 

membentuk kelembagaan petani lainnya, atau diwajibkannya 

petani untuk bergabung dalam organisasi atau kelembagaan 

petani bentukan Pemerintah saja. Petani harus diberikan hak 

dan kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan 

kelembagaan petani bentukan Pemerintah dan juga dapat 

bergabung dengan kelembagaan petani yang dibentuk oleh petani 

itu sendiri. 

Selain itu, menurut Mahkamah kelembagaan petani yang 

dibentuk oleh para petani juga harus berorientasi pada tujuan 

untuk membantu dan memajukan segala hal ihwal yang ada 

kaitannya dengan pemberdayaan petani. Bantuan Pemerintah 

tidak boleh hanya diberikan kepada kelembagaan petani yang 

dibentuk oleh pemerintah atau hanya kepada petani yang 

bergabung pada kelembagaan petani yang dibentuk oleh 

Pemerintah saja, tetapi juga harus diberikan kepada 

kelembagaan yang dibentuk oleh petani sendiri atau kepada 

petani yang bergabung pada organisasi yang dibentuk oleh petani 

sendiri yang diberitahukan atau dikordinasikan kepada 

Pemerintah; 

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 

Mahkamah ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo 

telah menghalangi hak para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 

28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat 

dalam bentuk kelembagaan petani. Mahkamah melihat adanya 

korelasi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo dengan 

terlanggarnya hak-hak para Pemohon untuk menyatakan pikiran 

dan sikap sesuai hati nurani khususnya dalam pembentukan 
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wadah kelembagaan petani yang murni berasal dari petani itu 

sendiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 

Oleh karena itu, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo harus 

dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak 

dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan di bawah; 

Menimbang bahwa Pasal 71 UU 19/2013 yang dimohonkan 

pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon menyatakan: 

“Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam 

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 

(1)”. 

Menurut Mahkamah, maksud dan tujuan keberadaan 

kelembagaan petani, sebagaimana dimaksudkan Pasal 70 ayat (1) 

Undang-Undang a quo adalah untuk memudahkan akuntabilitas 

terhadap fasilitas dari Pemerintah agar tepat sasaran, mencegah 

terjadinya konflik antar petani dalam memanfaatkan fasilitas 

yang disediakan Pemerintah dan mengefektifkan pembinaan 

petani. Semangat tersebut bukan berarti melarang petani 

membuat kelompok petani yang sesuai dengan kemauan para 

petani. Mahkamah berpendapat bahwa frasa “berkewajiban” 

dapat disalahartikan sebagai sesuatu yang wajib sehingga akan 

mengekang kebebasan petani untuk berkumpul dan berserikat. 

Menurut Mahkamah, frasa “berkewajiban” tidak bisa dilepaskan 

dari adanya suatu keharusan ditaati, dipatuhi, dan tidak bisa 

dibantah, sehingga apabila ada petani yang tidak bergabung 

dengan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah akan 

mengalami diskriminasi atas perlindungan petani oleh 

Pemerintah. Dengan demikian frasa “berkewajiban” bertentangan 

dengan UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon beralasan 

menurut hukum. 

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan 
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Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Pasal 11 Ayat 

(2) juncto Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur 

pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian 

urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu 

kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pertanian.  

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Derah, 

implementasi pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan 

pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian diselenggarakan 

melalui perangkat daerah bidang tanaman pangan dan holtikura, 

secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman 

Pangan dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara dan Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi 

dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara 

sebagai bagian dari Pemerintah Pusat, sehingga Daerah Provinsi 

memiliki tanggung jawab dalam Pertanian Organik.  

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 

tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 

terdiri dari XXII (dua puluh dua) BAB dan 132 (serratus tiga puluh 

dua) Pasal. Pada Pasal 1 angka 1 angka 2 Undang-Undang Sistem 

Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dinyatakan: Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi 

kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan 

dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pertanian adalah 

kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan 

teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan 

komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 
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Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Budi Daya 

Pertanian dinyatakan: Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 

diselenggarakan berdasarkan asas: 

a.  kebermanfaatan; 

b.  keberlanjutan; 

c.  kedaulatan; 

d.  keterpaduan; 

e.  kebersamaan; 

f.  kemandirian; 

g.  keterbukaan; 

h.  efisiensi-berkeadilan; dan 

i.  keberlanjutan. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan dinyatakan: Penyelenggaraan Sistem Budi 

Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk: 

a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil 

Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; 

b.  meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan 

c.  mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja. 

Adapun Lingkup pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan, meliputi: 

Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan meliputi:  

a.  perencanaan budi daya Pertanian; 

b.  tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian; 

c.  penggunaan Lahan; 

d.  perbenihan dan perbibitan; 

e.  penanaman; 

f.  pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan; 

g.  pemanfaatan air; 

h.  pelindungan dan pemeliharaan Pertanian; 

i.  panen dan pascapanen; 

j.  Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian; 

k.  Usaha Budi Daya Pertanian; 

l.  pembinaan dan pengawasan; 
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m.  penelitian dan pengembangan; 

n.  pengembangan sumber daya manusia; 

o.  sistem informasi; dan 

p.  peran serta masyarakat. 

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dinyatakan: Ketahanan 

Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan 

Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Selanjutnya pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dinyatakan: Ruang 

lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:  

a.  Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah;  

b.  Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat;  

c.  kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;  

d.  Distribusi Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan;  

e.  pengawasan;  

f.  Sistem Informasi Pangan dan Gizi; dan 

g.  peran serta masyarakat. 

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dinyatakan: 

(1)  Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a.  Cadangan Pangan Pemerintah Desa; 

b.  Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 

c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. 

(2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan jenis dan jumlahnya. 

Terkait Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur pada 

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dinyatakan: 
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(1) Gubernur menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu 

sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c  

(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai 

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a.  produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah provinsi; 

b.  kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan 

c.  kerawanan Pangan di wilayah provinsi. 

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai 

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disesuaikan dengan: 

a.  kebutuhan konsumsi masyarakat provinsi; dan 

b.  potensi sumber daya provinsi. 

Selanjutnya pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2015, dinyatakan: 

(1) Gubernur untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan 

Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

menyelenggarakan: 

a.  pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; 

b.  pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan 

c.  penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. 

(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan 

kerja perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas atau 

menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, 

satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik 

negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan. 

Adapun pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, 

dinyatakan: 

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan 

Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam 

negeri, dengan mengutamakan produksi provinsi setempat. 

(2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
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(3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, 

pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan 

Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. 

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, 

dinyatakan: 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan 

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan peraturan 

daerah provinsi. 

(2)  Dalam menyusun peraturan daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi harus 

memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. 

G. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian 

Organik 

Pada Pasal 1 angka 1 sampai angka 5 Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 

tentang Sistem Pertanian Organik (selanjutnya disingkat Permentan 

Sistem Pertanian Organik), dinyatakan: Sistem Pertanian Organik 

adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, 

termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi 

tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek 

manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah 

kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya 

adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan 

hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda 

biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk 

memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. Pangan adalah segala 

sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, 

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang 

dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman. Pangan Organik adalah pangan 

yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan 
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praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem 

dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan 

pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara 

seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran 

tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta 

penggunaan bahan hayati (pangan). 

Berdasarkan Pasal 2 Permentan Sistem Pertanian Organik, 

dinyatakan: 

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam 

pelaksanaan sistem pertanian organik. 

(2)  Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI 

Sistem Pangan Organik. 

(3)  Tujuan ditetapkannya Peraturan ini, sebagai berikut: 

a.  mengatur pengawasan organik Indonesia; 

b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada 

masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak 

memenuhi persyaratan; 

c.  memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik; 

d.  membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel 

dan mampu telusur; 

e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam 

pelestarian lingkungan; dan 

f.  meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk 

pertanian. 

Selanjutnya pada Pasal 3 Permentan Sistem Pertanian Organik, 

dinyatakan: Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Budidaya 

Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Sertifikasi, 

Pelabelan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam 

penerapan Sistem Pertanian Organik. 

Adapun pada Pasal 4 Permentan Sistem Pertanian Organik, 

dinyatakan: 

(1)  Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk 

organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan 

produk organik harus sesuai dengan penerapan Sistem 

Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 

(2)  Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat organik. 
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(3)  Unit usaha yang telah memiliki sertifikat organik harus 

mencantumkan logo Organik Indonesia. 

H. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 

Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk 

Hayati dan Pembenah Tanah 

Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran 

Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, dinyatakan: 

Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, 

kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik 

lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau 

cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik 

tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah. 

Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang 

telah teridentifikasi sarnpai minimal tingkat genus dan berfungsi 

memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, 

merom bak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, 

kesuburan, clan kesehatan tanah. 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 01 Tahun 2019, dinyatakan: 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam 

Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah 

Tanah.  

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:  

a.   melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh 

yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk 

Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; dan  

b.   memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk 

Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sesuai clengan komposisi yang 

didaftarkan. 

Adapun Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 01 Tahun 2019, dinyatakan:  

(1)  Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, 

Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, pupuk 

Formula khusus, dan Pengawasan.  
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(2) Pupuk Organik yang digunakan dalam sistem pertanian organik 

tidak cliatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pupuk Organik, 

Pupuk Hayati, dan Pembenah Tariah pada sistem pertanian 

organik yang diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran. 

I. Kajian/Analisis Tentang Keterkaitan dengan Hukum Positif 

Upaya penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan 

implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta kewenangan 

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan 

Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Pasal 11 Ayat (2) juncto 

Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian 

urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan 

pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu 

kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pertanian., dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kajian analisis keterkaitan 

dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka 

mengharmonisasikan dengan hukum positif, pada Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian 

Organik (selanjutnya disingkat Raperda Pertanian Organik) dimaksud 

memuat hal-hal yang sesuai antara lain dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, dan Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, 

serta dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, melalui 

bentuk matrik sebagai berikut:  
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Matrik Peraturan Perundang-undangan Pertanian Organik 

No. Materi Raperda 

Undang-Undang PP No. 

17/2015 

jo PP No. 

26/2021 

Permenatan 

No. 

64/2013 
No. 

18/2012 
No. 

19/2013 
No. 

22/2019 
No. 

23/2014 

1. Ketentuan 
Umum: 

Pengertian, 

Istilah, Asas, 

Maksud dan 

Tujuan, serta 
Ruang Lingkup 

P. 1 s.d. 
P. 5 

P. 1 s.d.  
P. 5 

P. 1 s.d.  
P. 4 

P. 1 s.d.  
P. 4 

Urusan 
Pemerintah

an Wajib 

Pasal 9 

Ayat (2) 

dan Ayat 

(3) juncto 
Pasal 11 

Ayat (2) 

juncto 

Pasal 12 

Ayat (2) 
Huruf c 

Ayat (3) 

Huruf c 

mengatur 

pembagian 

urusan 
pemerintah

an bidang 

pangan 

dan 

pembagian 
urusan 

pemerintah

an bidang 

pertanian, 

yang 

diuraikan 
sebagai 

satu 

kesatuan 

pengaturan 

dalam 
Lampiran 

Undang-

Undang 

Pemerintah

an Daerah 

pada huruf 
I. 

Pembagian 

Urusan 

Pemerintah

an Bidang 
Pangan 

dan huruf 

AA. 

Pembagian 

Urusan 

Pemerintah
an Bidang 

Pertanian 

P. 1 dan  
P. 2 

P. 1 s.d.  
P. 4 

2. Perencanaan P. 6 s.d. 

P. 10 

P. 6 s.d.  

P. 11 

P. 5 s.d.  

P. 11 

P. 5 s.d.  

P. 11 

P. 36 - 

3. Budi Daya 

Pertanian 

Organik 

P. 11 

s.d.      

P. 27 

P. 118 

ayat (2) 

huruf c 

P. 1 angka 

6, 

P. 12 ayat 

(2) huruf 

b, 
P. 44, 

P. 46 ayat 

(6) huruf 

a. 

P. 12 

s.d. 

P. 90 

P. 33 ayat 

(2) dan  

P. 34 huruf 

a 

P. 5 s.d. P.6. 

4. Perizinan P. 28 

s.d.     
P. 29 

- Penjelasan 

P. 48 ayat 
(2) huruf d 

P. 90 P. 34 huruf 

e 

- 

5. Pengendalian 

dan 

Penanggulangan 

Bencana 

Pertanian 

Organik 
Tanaman 

Pangan dan 

Tanaman 

Hortikultura 

P. 30 

s.d.             

P. 32 

P. 81 

ayat (2) 

huruf e, 

P.130 

ayat (2) 

huruf c, 
 

P. 56 ayat 

(3) huruf a 

dan 

Penjelasan 

P. 47. 

P. 49 

huruf b, 

 

P. 5 ayat 

(3) huruf c, 

P. 36, dan 

P. 52 s.d. 

58, serta  

P. 61 

P. 1 angka 

3, angka 16, 

angka 29, 

dan 34, 

serta P. 7 

ayat (2) 

6. Pelindungan 

Petani Organik 

P. 33 

s.d.               
P. 34 

P. 124 P. 12 s.d.  

P. 39 

P. 1 

angka 12 
P. 2 

huruf k, 

P. 4 

huruf h, 

P. 18 

ayat (3), 
P. 48 

s.d. 

P. 55 

Penjelasan 

P. 26 ayat 
(1) huruf c 

P. 2 ayat (3) 

huruf b, dan  
P. 14 ayat 

(3) 

7. Kerja Sama dan 

Sinergisitas 

P. 35  P. 1 

angka 

27, P. 
25, P. 32 

ayat (3), 

P. 120 

P. 40 s.d.  

P. 81 

P. 84 

ayat (3) 

dan 
P. 85 

P. 5 ayat 

(3) huruf d, 

P. 10, P. 15 
ayat (3), 

dan 

P. 18 ayat 

(3). 

P. 13 

8. Partisipasi 

Masyarakat dan 
Dunia Usaha 

P. 36 

s.d.  
P. 37 

P. 44 

ayat (2) 
huruf c 

P. 95 s.d.  

P. 99 

P. 4 

huruf p, 
P. 5 ayat 

(4), 

P. 6 ayat 

(2) huruf 

i, 

P. 7 ayat 
(3), P. 22 

P. 27 

ayat (4), 

P. 48 

ayat (2), 

P. 52 ayat 

(2) huruf c. 
 

P. 14 ayat 

(4) 
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P. 51 

ayat (2), 
P. 56 

ayat (3), 

P. 70 

ayat (2), 

P. 86 
ayat (3), 

P. 95 

ayat (2), 

P. 96 

ayat (3), 

P. 98 
ayat (2), 

P. 102 

ayat (5) 

dan ayat 

(6), 
P. 104 

s.d. 

P. 106. 

9. Digitalisasi 

Pertanian 

Organik 

P. 38  

 

P. 113 

s.d.  

P. 116 

P. 67 s.d. 

P. 68. 

P. 102 

dan  

P. 103 

 P. 1 angka 

19, P. 2 

huruf f,  

P. 29 ayat 
(2), P. 43 

ayat (4) 

huruf h, 

dan P. 75 

s.d. P. 85 

- 

10. Forum 
Pertanian 

Organik 

P. 39  - P. 69 s.d.  
P. 81 

P. 100 
dan  

P. 101 

Penjelasan 
P. 52 ayat 

(2) huruf c 

- 

11. Regenerasi 

Petani Organik 

P. 40 - - - - - 

12. Insentif P. 41 P. 42 

huruf c 

dan P. 

125 

P. 62 P. 20 

ayat (1) 

P. 26 ayat 

(1) huruf c, 

P. 29 ayat 

(2), P. 34 
huruf a,  

P. 35 huruf 

b, dan  

P. 61. 

- 

13. Penghargaan  P. 42 P. 125 - P. 20 

ayat (2) 
huruf h, 

dan  

P. 99 

- - 

14. Pendanaan P. 43 P. 16 

ayat (2) 

huruf c 

P. 82 s.d. 

P. 91 

- - - 

15. Pembinaan dan 
Pengawasan 

P. 44 
s.d.  

P. 45 

P. 1 
angka 

14, 

P. 5 

huruf g, 

P. 50,  

P. 91, 
P. 92, 

P. 95, 

P. 98, 

P. 108 

s.d.  

P. 112. 

P. 92 s.d. 
P. 94 

P. 91 
s.d. 

P. 97 

P. 2 huruf 
e, P. 29 

ayat (2),     

P. 32 huruf 

b, P. 34 

huruf d, 

P. 36, P, 39 
ayat (2) 

huruf c,   

P. 61, dan 

P. 71 s.d.  

P. 74. 

P. 14 s.d.  
P. 15. 
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BAB IV  

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis 

Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya 

alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna 

memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan 

berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup 

dengan mengutamakan kualifikasi organik. Pembangunan pertanian 

khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung 

tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk 

organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang 

dihasilkan. Dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka 

dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, penggiat dan 

produsen di bidang pertanian organik dan kepercayaan masyarakat 

dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa 

mengakibatkan kerugian konsumen. Pertanian Organik merupakan 

rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat menuju 

terwujudnya kesejahteraan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sehingga diperlukan peraturan daerah tentang Pertanian Organik. 

Penyelenggaraan Pertanian Organik dapat diselenggarakan 

dengan ruang lingkup perencanaan, budi daya Pertanian Organik, 

perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian 

Organik, pelindungan Petani Organik, kerja sama dan sinergisitas, 

partisipasi masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi Pertanian 

Organik, insentif, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan 

pengawasan.  

B. Landasan Sosiologi 

Sebagai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani merupakan keniscayaan dalam negara hukum yang 

demokratis. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk 

mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka 

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang 

lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; 

menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan 

dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan 
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kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan 

Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta 

Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, 

maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa 

pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi 

terselenggaranya Usaha Tani. 

 Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dikuatkan 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

87/PUU-XI/2013, khususnya dalam penyelenggaraan Pertanian 

Organik di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat meningkat 

pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan 

nasional dalam bidang pangan dan bidang pertanian.  

Diantara pembangunan nasional yang diarahkan untuk 

meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata 

lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan 

penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu 

terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari 

Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi 

kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan 

dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, 

sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk 

mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan 

kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpadttan, 

kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, 

kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan 

negara. 

Secara konkret, penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas 

penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan 

pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan 

memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 

Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan 

berusaha dan kesempatan kerja. 
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C. Landasan Yuridis  

Berdasarkan uraian landasan filosofis dan landasan sosiologis 

tersebut, menjadi pertanyaan terkait landasan yuridis terhadap 

permasalahan Pertanian Organik khususnya di Provinsi Sumatera 

Utara terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan hak asasi 

manusia. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Pemerintah daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung 

jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 

sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah 

satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara 

Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga 

Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya 

ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian. 

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan 

pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-

besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan 

kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan 

pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku 

pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan 

Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan 

yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan 

kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan 

secara berkelanjutan. 

Upaya penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan 

implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta kewenangan 

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan 
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Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan 

Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Pasal 11 Ayat (2) juncto 

Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian 

urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan 

pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu 

kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pertanian., dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kajian analisis 

keterkaitan dengan hukum positif sebagaimana telah diuraikan 

diatas, dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif, 

pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pertanian Organik dimaksud memuat hal-hal yang sesuai antara lain 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya 

Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian 

Organik, serta dengan peraturan perundang-undangan terkait 

lainnya. 

Adapun peraturan perundang-undangan sebagai landasan 

yuridis pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

tentang Pertanian Organik, adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  338, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801);  

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya 

Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6887); 
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17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3857); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4126);  

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 

tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 

tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5680); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 

tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 

tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6442); 
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25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6900); 

26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; 

27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah 

Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 

2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan 

Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 5); 

30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai 

Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 905); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Nomor 64). 
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BAB V  

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

A. Jangkauan 

Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini tujuannya adalah 

memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara. Sasaran yang hendak 

diwujudkan dari peraturan daerah yang akan dibentuk ini adalah 

sebagai pengejawantahan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 

pada Urusan Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto 

Pasal 11 Ayat (2) juncto Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c 

mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan 

pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan 

sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pertanian. 

B. Arah Pengaturan 

Upaya penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan 

implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta kewenangan 

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan 

Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Pasal 11 Ayat (2) juncto 

Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian 

urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan 

pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu 

kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pertanian, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan regulasi Daerah 

untuk penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera 

Utara, sehingga diharapkan dapat meningkat pembangunan daerah 

dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dalam bidang pangan 

dan bidang pertanian. 

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 

Bagian ini berisi materi muatan yang diatur dalam rancangan 

peraturan daerah yang telah disusun. Adapun materi yang diatur 

yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu: 

1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai 

Pengertian, Istilah, Asas, Maksud dan Tujuan serta Ruang 

Lingkup 

Bagian ini berisi pengertian-pengertian, istilah, dan frasa yang 

akan digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. 

Pengertian pada rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan 

gambaran atau pengetahuan tentang Pertanian Organik khususnya 

di Provinsi Sumatera Utara, dengan berbagai permasalahan yang ada, 

perlu diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara tentang Pertanian Organik. Istilah yang digunakan 

pada rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan kata yang 

dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, 

atau sifat yang khusus dalam Pertanian Organik. Adapun Ketentuan 

Umum pada rancangan peraturan daerah dimaksud memuat 

pengertian, istilah, dan frasa, serta asas dan tujuan Pertanian 

Organik sebagai berikut: 

• Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   

1.  Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.  

2.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.  

3.  Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. 



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

145 

 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pertanian. 

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Daerah. 

8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati 

dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen 

untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup 

tanaman pangan dan/atau hortikultura, dalam suatu 

agroekosistem. 

9. Pertanian Organik adalah manajemen produksi tanaman pangan 

dan tanaman holtikultura yang holistik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman 

hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan 

mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sistetis 

dan produk transgenik.  

10. Budi daya Pertanian Organik adalah usaha yang bermanfaat dan 

memberi hasil pangan organik. 

11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 

produk pertanian yang meliputi agronomi, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun 

tidak diolah untuk makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman.  

12. Organik adalah istilah perlabelan yang menyatakan bahwa suatu 

produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik 

dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.  

13. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan 

pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang 

bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai 

produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian 

gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur 

ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, 
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pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta 

penggunaan bahan hayati atau pangan. 

 14. Tanaman Pangan adalah tanaman budidaya yang 

menghasilkan pangan. 

15. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, 

sayuran, bahan tanaman obat nabati, florikultura, termasuk di 

dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai 

sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 

16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai 

suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor 

yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek 

geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun 

akibat pengaruh manusia. 

17. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai 

dengan standar pangan organik termasuk bahan baku pangan 

olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk 

segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan 

tanaman, dan produk olahan ternak, termasuk non pangan. 

18. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah 

lembaga nasional maupun lembaga asing yang berkedudukan di 

Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa 

produk yang dijual atau dilabel sebagai organik adalah 

diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional 

Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh 

Komite Akreditasi Nasional. 

19. Sertifikasi adalah prosedur pemeriksaan dan/atau pengujian 

dalam rangka penerbitan sertifikat oleh lembaga sertifikasi 

pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah 

terhadap pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 

20. Sarana Produksi adalah bibit atau benih, pupuk dan pestisida 

yang dipakai untuk pertanian organik. 

21. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai 

masukan untuk menghasilkan produksi organik.  

22. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang 

berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain 

yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, 

ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.  



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

147 

 

23. Pelabelan Organik adalah pencantuman atau pemasangan segala 

bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan atau 

identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai 

produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, 

termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan. 

24. Logo organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri 

dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia" disertai satu 

gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G' 

berbentuk bintil akar. 

25. Sistem Jaminan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SJP 

adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara 

internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani 

produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, 

bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan 

kepercayaan diverifikasi. 

26. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang 

mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 

27. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 

memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.  

28. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk 

dipergunakan. 

29. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila 

bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai 

ketersediaannya. 

30. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan 

digunakan. 

31. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau 

beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang 

tanaman pangan dan/atau hortikultura.  

32. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang 

perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha 

organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

33. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, 

bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan 
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tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, 

dan/atau bahan estetika. 

34. Produk tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman 

yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan. 

35. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan 

untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan 

distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses 

maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal 

tersebut sesuai dengan persyaratan. 

36. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan dasarnya seluruhnya 

berasal dari bahan organik berupa sisa tanaman, hijauan 

tanaman, kotoran hewan dalam bentuk padat maupun cair, yang 

telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk 

memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh 

tanaman. 

37. Pestisida untuk sistem pangan organik atau pestisida nabati 

adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain 

pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral atau alami 

seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida 

botani atau berasal dari tumbuh-tumbuhan dan pestisida dari 

agens hayati atau zoologi seperti jamur, bakteri, virus dan 

makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu 

formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali 

organisme pengganggu tanaman. 

38. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan 

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau 

hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Utara. 

• Pertanian Organik dilakukan berdasarkan asas: 

a.  manfaat; 

b.  usaha bersama; 

c.  keadilan; 

d.  kelestarian lingkungan; 

e.  berkelanjutan; 

f.  integritas; dan 

g.  kepastian harga. 
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• Penyelenggaraan Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini 

dimaksudkan sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah, 

masyarakat dan unit usaha dalam pembangunan pertanian 

organik di Daerah. 

• Penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk:  

a.  merevitalisasi lahan pertanian non-organik ke lahan pertanian 

organik, sehingga luasan lahan pertanian organik bertambah; 

b. menjaga, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan 

sumber bahan organik; 

c.  membangun pertanian organik terpadu mulai dari budidaya 

sampai prosesing (tanaman, peternakan, perikanan); 

d.  memproduksi pupuk organik massal; 

e.  memberikan penjaminan dan perlindungan kepada 

masyarakat dari peredaran produk pertanian organik yang 

tidak memenuhi persyaratan; 

f.  memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama 

bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan 

konsumen serta tidak merusak lingkungan; 

g.  memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengetahui 

dan menerapkan pola konsumsi bahan pangan yang sehat; 

h.  memberikan kepastian usaha bagi produsen produk pertanian 

organik; 

i.  membangun penyelenggaraan pertanian organik yang 

produknya dapat dipercaya; 

j.  menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan sehingga 

stabilitas ekosistem tetap terjaga; 

k.  meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian 

di daerah; 

1.  mengatur pembinaan pertanian organik dan pengawasan 

terhadap produk pertanian organik; 

m.  mendukung kesejahteraan petani dan semua pihak yang 

terlibat dalam proses pertanian organik; dan 

n.  mendukung adanya kerja sama dengan pihak ketiga lainnya. 

• Ruang lingkup Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi:  

a.  perencanaan; 

b.  budi daya Pertanian Organik; 

c.  perizinan;  
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d.  pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian 

Organik; 

e.  pelindungan Petani Organik; 

f.  kerja sama dan sinergisitas; 

g.  partisipasi masyarakat dan dunia usaha; 

h.  digitalisasi Pertanian Organik; 

i. insentif; 

j.  penghargaan; 

k.  pembinaan dan pengawasan; dan 

l.  pendanaan. 

2. Materi Muatan Yang Akan Diatur 

Perencanaan 

•  Rencana Induk Pertanian Organik:  

(1)  Gubernur menetapkan Rencana Induk Pertanian Organik 

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

(2)  Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) diatas paling sedikit memuat: 

a.  kebijakan; 

b.  sasaran; 

c.  strategi; dan 

d.  indikator program. 

(3)  Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) dan bagian (2) diatas ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur. 

(4)  Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan 

dan hortikultura serta berkoordinasi dengan Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 

pembangunan daerah. 

• Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik mengacu kepada: 

a.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan 

b.  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. 

•  Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik: 

(1)  Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pertanian 

Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2)  Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik paling sedikit 

memuat: 

a.  Perangkat Daerah penanggung jawab; 
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b.  sasaran; 

c.  strategi; 

d.  program; 

e.  kegiatan; 

f.  rincian output; 

g.  indikator capaian; dan 

h.  Perangkat Daerah dan/atau Lembaga atau instansi 

pendukung.  

(3)  Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) dan bagian (2) diatas ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur. 

(4)  Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik 

mengacu pada: 

a.  rencana induk Pertanian Organik; 

b.  rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan 

c.  rencana strategis kementerian yang membidangi 

pertanian. 

• Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman 

pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 

yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 

pembangunan Daerah.  

• Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik: 

(1)  Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan 

hortikultura menyusun rencana penyelenggaraan Pertanian 

Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 

tahunan. 

(2)  Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas mengacu pada: 

a.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 

b.  Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik. 

(3)  Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas terintegrasi dengan dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah. 

(4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja 

penyelenggaraan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) diatas, Perangkat Daerah yang membidangi 

tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan 
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Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

perencanaan pembangunan daerah.  

• Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik: 

(1)  Gubernur menyelenggarakan budi daya Pertanian Organik di 

Daerah. 

(2)  Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas, meliputi: 

a.  identifikasi kawasan pertanian organik; 

b.  penumbuhkembangan minat Petani dalam budi daya 

Pertanian Organik; 

c.  fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian 

Organik; 

d.  fasilitasi pengembangan kemitraan; 

e.  penilaian penerapan Pertanian Organik; dan 

f.  fasilitasi pembentukan kelembagaan. 

• Kawasan Pertanian Organik: 

(1)  Kawasan Pertanian Organik terdiri dari: 

a.  kawasan inisiasi; 

b.  kawasan penumbuhan; 

c.  kawasan pengembangan; dan 

d.  kawasan penguatan. 

(2)  Identifikasi kawasan inisiasi sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) huruf a diatas dilaksanakan pada kawasan dengan 

kriteria: 

a.  penggunaan pupuk kimia; dan 

b.  penggunaan pestisida kimia. 

(3)  Identifikasi kawasan penumbuhan sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) huruf b diatas dilaksanakan pada kawasan 

dengan kriteria: 

a.  penggunaan pupuk kimia dan organik; 

b.  penggunaan pestisida kimia secara bijaksana; dan 

c.  penggunaan sarana agens pengendali hayati. 

(4)  Identifikasi kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) huruf c diatas dilaksanakan pada kawasan 

dengan kriteria: 

a.  penggunaan pupuk/bahan organik; 

b.  penggunaan sarana agens pengendali hayati; 



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

153 

 

c.  ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca 

panen; 

d.  bersertifikat organik kurang dari 3 (tiga) tahun; dan 

e.  pemasaran dalam dan lintas Kabupaten/Kota dalam 

Daerah. 

(5)  Identifikasi kawasan penguatan sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) huruf d diatas dilaksanakan pada kawasan dengan 

kriteria: 

a.  penggunaan pupuk/bahan organik; 

b.  penggunaan sarana agens pengendali hayati; 

c.  ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca 

panen; 

d.  bersertifikat organik lebih dari 3 (tiga) tahun; dan 

e.  pemasaran nasional dan/atau luar negeri. 

(6)  Identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

• Identifikasi kawasan Pertanian Organik: 

(1)  Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan 

hortikultura melakukan identifikasi kawasan Pertanian 

Organik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kawasan 

Pertanian Organik bagian (1) diatas. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas diatur dalam Peraturan 

Gubernur.  

• Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian 

Organik: 

(1)  Penumbuhkembangan minat petani dalam budi daya 

Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan: 

a.  sosialisasi; 

b.  diseminasi; 

c.  seminar; 

d.  workshop; 

e.  pelatihan; 

f.  bimbingan teknis; 

g.  pameran; 
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h.  demonstrasi penyuluhan dengan lahan percontohan budi 

daya pertanian organik; 

i.  gerakan pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran 

ternak; 

j.  magang; dan 

k.  kunjungan. 

(2)  Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas diselenggarakan kepada 

Petani, Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, koperasi, 

yayasan, paguyuban, kelompok usaha bersama, karang 

taruna, lembaga swadaya masyarakat pertanian, dan desa. 

(3)  Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait. 

• Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik terdiri atas: 

a.  alat Pertanian;  

b.  alat produksi pupuk organik; 

c.  benih atau bibit (tanaman, ternak dan ikan); 

d.  penangkar benih dan nursery; 

e.  rumah produksi pupuk organik; 

f.  pupuk organik; 

g.  zat pengatur tumbuh; 

h.  pestisida hayati; 

i.  inokulan; 

j.  rumah kemas; dan 

k.  pengaturan sistem pengairan. 

• Ketersediaan Sarana dan Prasarana: 

(l)  Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan 

prasarana Budi Daya Pertanian Organik yang tepat guna, 

tepat waktu dan tepat sasaran. 

(2)  Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan 

untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi 

Daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian 

(1) diatas. 

(3) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan 

Prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana 



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

155 

 

dimaksud pada bagian (2) diatas diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Gubernur. 

• Sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

diatas, diperoleh dari unit usaha dan sumber lain dengan 

berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan. 

• Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik:                      

(1)  Fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik 

dilaksanakan melalui: 

a.  penyediaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca 

panen; 

b.  penyediaan pupuk organik, agens pengendali hayati, 

benih, dan dekomposer; 

c.  penyediaan unit pengolah pupuk organik; 

d.  penyediaan unit pengolah hasil; 

e.  pos pengendali agens hayati; 

f.  peningkatan kapasitas Petani dan petugas; 

g.  fasilitasi uji mutu produk dan/atau sertifikasi; dan 

h.  fasilitasi promosi dan pemasaran. 

(2)  Peningkatan kapasitas Petani dan petugas sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) huruf f diatas dilaksanakan melalui 

pelatihan, bimbingan teknis, dan sekolah lapang. 

(3)  Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) huruf h diatas dilaksanakan melalui: 

a.  penyelenggaraan pasar tani; 

b.  penyelenggaraan pameran; 

c.  penyelenggaraan temu usaha; dan 

d.  keikutsertaan dalam pameran dan/atau kegiatan promosi 

lainnya. 

• Pelaksana Fasilitasi: 

(1)  Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Fasilitasi 

Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik diatas  

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

tanaman pangan dan hortikultura. 

(2)  Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) diatas, Perangkat Daerah yang membidangi 

tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan 
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Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan/atau instansi lainnya. 

• Fasilitasi Pengembangan Kemitraan: 

(1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pengembangan 

kemitraan dalam rangka pengembangan Pertanian Organik. 

(2)  Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) diatas meliputi: 

a.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan produsen 

bahan organik; 

b.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan Offtaker; 

c.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan pelaku 

usaha lainnya; dan 

d.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan Lembaga 

pembiayaan. 

(3)  Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

• Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan diatas  

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman 

pangan dan hortikultura dan Perangkat Daerah terkait. 

• Penilaian Penerapan Pertanian Organik: 

(1)  Pelaksanaan penilaian penerapan pertanian organik 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penyelenggaraan 

budi daya Pertanian Organik bagian (2) huruf e diatas 

dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang 

membidangi tanaman pangan dan hortikultura. 

(2)  Dalam hal penilaian penerapan pertanian organik tidak dapat 

dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada bagian 

(1) diatas, dibentuk unit kerja baru. 

(3)  Pembentukan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada 

bagian (2) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

• Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan 

(1)  Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Penyelenggaraan budi daya Pertanian 

Organik bagian (2) huruf f diatas dilaksanakan dalam rangka 

pembentukan korporasi atau unit usaha Petani Organik. 



Naskah Akademik Raperda Pertanian Organik 

157 

 

(2)  Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang undangan. 

• Setiap unit usaha yang telah menerapkan Pertanian Organik 

dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi 

oleh lembaga Akreditasi Nasional. 

• Fasilitasi sertifikasi: 

(1)  Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap unit usaha yang 

sudah melaksanakan Pertanian Organik untuk mendapatkan 

sertifikasi. 

(2)  Bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Gubernur. 

• Dalam menghasilkan produk pertanian organik, setiap unit usaha 

harus mengikuti standar operasional prosedur komoditas 

pertanian yang telah ditetapkan untuk masing-masing komunitas 

pertanian. 

• Sanksi Administrasi: 

(1)  Setiap unit usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan standar operasional prosedur 

komoditas pertanian dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada bagian (1) 

diatas diberikan secara bertahap berupa: 

a.  peringatan tertulis; dan 

b.  pencabutan izin usaha. 

Perizinan 

• Penerbitan Izin: 

(1)  Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha yang 

menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari: 

a.  budi daya; 

b.  perbenihan; 

c.  pascapanen; 

d.  pengolahan;  

e.  jasa; dan 

f.  keterpaduan. 

(2)  Proses penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud 

pada bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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• Fungsi perizinan Perangkat Daerah:  

(1)  Penerbitan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan. 

(2)  Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas, Perangkat Daerah yang 

membidangi tanaman pangan dan hortikultura melaksanakan 

verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam 

penerbitan izin. 

Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Organik 

Tanaman Pangan Dan Tanaman Hortikultura 

• Pengendalian bencana pertanian organik: 

(1)  Gubernur menyelenggarakan pengendalian bencana pertanian 

organik melalui: 

a.  prakiraan; 

b.  pengamatan; 

c.  sosialisasi; 

d.  diseminasi 

e.  pelatihan; 

f.  bimbingan teknis; dan 

g. gerakan pengendalian hama dan penyakit. 

(2)  Peramalan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf a 

diatas diarahkan pada kegiatan untuk mendeteksi atau 

memprediksi: 

a.  populasi atau serangan organisme pengganggu tumbuhan; 

dan 

b.  dampak perubahan iklim. 

(3)  Pengamatan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf b 

diatas dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

keadaan populasi atau tingkat serangan organisme 

pengganggu tumbuhan, banjir, kekeringan, bencana alam, 

dan gangguan fisiologis serta faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi. 

• Gubernur menyelenggarakan penanggulangan bencana pertanian 

organik melalui: 

a.  fasilitasi penanaman kembali; 

b.  bantuan sarana dan/atau prasarana pengairan; dan 

c.  fasilitasi sarana pengendalian hayati. 
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• Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan 

penanggulangan bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan 

dan Tanaman Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur. 

Pelindungan Petani Organik  

• Upaya pelindungan Petani organik: 

(1)  Gubernur menyelenggarakan upaya pelindungan Petani 

organik melalui fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian. 

(2)  Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura. 

(3)  Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepesertaan asuransi 

pertanian organik diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Kerja Sama dan Sinergisitas 

• Menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas: 

(1)  Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas 

dalam rangka penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah. 

(2)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas 

dilakukan dengan: 

a.  daerah lain; 

b.  pihak ketiga; dan/atau 

c.  lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) dan bagian (2) diatas, meliputi: 

a.  penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian 

Organik; 

b.  peningkatan kompetensi Petani; 

c.  pelindungan Petani; 

d.  pengembangan teknologi dan inovasi; 

e.  sistem informasi; 

f.  pemasaran hasil Pertanian Organik; dan 

g.  pembiayaan. 

(4)  Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas 

dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan 
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pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian Organik dengan 

Pemerintah Pusat. 

Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha 

• Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pertanian Organik 

dilaksanakan pada: 

a.  penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian 

Organik; 

b.  pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan 

c.  pemasaran produk hasil Pertanian Organik. 

• Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Pertanian 

Organik, meliputi: 

a.  pembiayaan; 

b.  penyediaan sarana dan prasarana; 

c.  pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan 

d.  pemasaran produk hasil Pertanian Organik. 

Digitalisasi Pertanian Organik 

• Menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik: 

(1)  Gubernur menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik 

melalui: 

a.  digitalisasi data Pertanian Organik; 

b.  digitalisasi budidaya Pertanian Organik; 

c.  digitalisasi pemasaran Pertanian Organik; 

d.  digitalisasi proses manajemen Pertanian Organik; dan 

e.  pengembangan sistem informasi manajemen Pertanian 

Organik. 

(2)  Pelaksanaan digitalisasi Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas dilakukan dengan 

memperhatikan aspek standarisasi dan integrasi sistem, 

aplikasi, database, dan platform sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3)  Pelaksanaan digitalisasi pertanian organik sebagaimana 

dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura 

dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika. 

Forum Pertanian Organik  

• Membentuk Forum Pertanian Organik: 
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(1)  Gubernur dapat membentuk Forum Pertanian Organik. 

(2)  Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian 

(1) diatas beranggotakan: 

a.  unsur Pemerintah Daerah; 

b.  pelaku usaha organik; 

c.  pengusaha/badan usaha; dan 

d.  akademisi. 

(3)  Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian 

(1) diatas bertugas: 

a.  membahas permasalahan terkait penyelenggaraan 

Pertanian Organik; dan 

b.  memberikan rekomendasi sebagai usulan penetapan 

kebijakan dalam penyelenggaraan pertanian organik di 

Daerah. 

(4)  Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian 

(1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Regenerasi Petani Organik  

• Regenerasi petani organik di Daerah: 

(1)  Gubernur mendorong regenerasi petani organik di Daerah 

melalui: 

a.  fasilitasi bantuan pendidikan di satuan pendidikan 

kejuruan pertanian; 

b.  pengayaan kurikulum praktik pertanian di satuan 

pendidikan kejuruan; dan/atau 

c.  pelatihan. 

(2)  Upaya regenerasi petani organik sebagaimana dimaksud pada 

bagian (1) diatas dilaksanakan oleh: 

a.  Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan; dan 

b.  Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan 

pertanian dan hortikultura. 

Insentif 

• Pemberian Insentif: 

(1)  Gubernur dapat memberikan insentif kepada 

Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Unit Usaha 

Tani lainnya yang melaksanakan Pertanian Organik di Daerah 

berupa: 

a.  bantuan sarana dan prasarana produk pertanian; 
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b.  pemberian bantuan subsidi pupuk organik; 

c.  pemberian bantuan akses pemodalan budi daya Pertanian 

Organik; 

d.  pemberian bantuan promosi untuk pemasaran produk 

Pertanian Organik; 

e.  pemberian bantuan akses pemasaran produk Pertanian 

Organik; dan 

f.  pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan 

teknologi. 

(2)  Pemberian insentif dimaksud pada bagian (1) diatas 

disesuaikan dengan prioritas pembangunan Daerah dan 

kemampuan keuangan Daerah. 

Penghargaan 

• Pemberian Penghargaan: 

(1)  Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, desa, dunia usaha, petugas 

lapangan, dan masyarakat yang melakukan: 

a.  penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik; 

b.  dukungan terhadap pengembangan Pertanian Organik; 

dan 

c.  pemasaran hasil produk Pertanian Organik. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas diatur dalam 

Peraturan Gubernur. 

Pendanaan 

• Pendanaan penyelenggaraan Pertanian Organik bersumber dari: 

a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b.  sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pembinaan dan Pengawasan 

• Menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik: 

(1)  Gubernur menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah 

desa, petugas lapangan, dan Petani di Daerah. 

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas, 

meliputi: 

a.  penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik 

Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; 
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b.  fasilitasi dalam penyelenggaraan Pertanian Organik; dan 

c.  fasilitasi pendanaan. 

(3)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada bagian (2) diatas, 

dilaksanakan dalam bentuk: 

a.  sosialisasi; 

b.  penyuluhan 

c.  bimbingan teknis; 

d.  pendidikan dan pelatihan; 

e.  penelitian dan pengembangan; 

f.  penyediaan sarana dan prasarana; dan 

g.  bantuan keuangan dan/atau hibah. 

(4)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada bagian (2) dan 

bagian (3) diatas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

membidangi tanaman pangan dan hortikultura. 

Pengawasan 

• Penyelenggaraan Pengawasan: 

(1)  Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Petani 

pelaksana budi daya Pertanian Organik di Daerah. 

(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas  

dilakukan dalam bentuk inspeksi, monitoring dan evaluasi. 

(3)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas 

dan bagian (2) diatas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

membidangi tanaman pangan dan hortikultura. 

Ketentuan Penutup 

• Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan 

paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah 

ini diundangkan.  

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

3.  Ketentuan Sanksi 

Ketentuan sanksi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, pada Lampiran II halaman 25 angka 64, angka 

65, dan angka 66, diuraikan: Substansi yang berupa sanksi 

administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 

tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang 
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memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Jika 

norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan 

terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) 

tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 

yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 

administratif dalam satu bab. Sanksi administratif dapat berupa, 

antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, 

pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa 

polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti 

kerugian. 

Pengaturan sanksi pada rancangan peraturan daerah ini diatur 

berupa sanksi administrasi kepada Pemberi Kerja berupa pencabutan 

izin serta pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik, secara konstitusional 

diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, 

pengaturan Pertanian Organik terkait dengan Undang-Undang  

Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta 

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur 

berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan 

Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Pasal 11 Ayat 

(2) juncto Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur 

pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian 

urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu 

kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Pertanian, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Secara 

khusus, pengaturan Pertanian Organik diatur berdasarkan Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik. 

Adapun pokok-pokok materi muatan pada Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik, yaitu pengertian, 

definisi, istilah, asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup, 

Pertanian Organik, budi daya Pertanian Organik, perizinan, 

pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik, 

pelindungan Petani Organik, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi 

masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi Pertanian Organik, insentif, 

penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, serta 

ketentuan penutup. 

Sebagai bahan dan data untuk pembanding antara peraturan 

perundang-undangan yang ada dalam merancang Peraturan Daerah 

Pertanian Organik  di Provinsi Sumatera Utara, selain bersumber dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait, juga sumber 
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kepustakaan seperti buku, jurnal, berita termasuk yang diperoleh 

melalui media atau informasi elektronik, serta berdasarkan hasil 

diskusi kelompok terarah atau focus group discussion, diskusi pakar 

dalam pembahasan penyusunan Naskah Akademik dan pembuatan 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pertanian Organik. 

B. Saran 

 Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data 

yang ada dalam penyusunan naskah akademik dan pembuatan 

racangan peraturan daerah dimaksud, memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.  

2. Perlu adanya legal formal dari Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan Pertanian Organik berupa Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara sebagai peraturan pelaksana Pertanian Organik. 

3. Perlu peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi 

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Asosiasi Organik Indonesia, 

Kelompok Tani/Organisasi Petani, Pelaku Usaha Pangan, serta 

pihak-pihak terkait untuk mengutamakan Pertanian Organik. 

4. Perlu adanya upaya optimalisasi Pemerintah Daerah melalui 

kewenangan pengawasan sekaligus melakukan pembinaan dalam 

mengimplementasikan asas manfaat, asas usaha bersama, asas 

keadilan, asas kelestarian lingkungan, asas berkelanjutan, asas 

integritas, dan asas kepastian harga dalam penyelenggaraan 

Pertanian Organik. 
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Peraturan Perundang-undangan: 

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.  

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pangan. UU 

Nomor 18 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5360. sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. 

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani. UU Nomor 19 Tahun 2013. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433. 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841. 

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 
23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587. sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841. 

Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian 
Berkelanjutan. UU Nomor 22 Tahun 2019. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412. 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841. 

 



 

 

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi. PP Nomor 17 Tahun 2015. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680. 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402. 

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang 
Sistem Pertanian Organik. Permentan Nomor 
64/Permentan/OT.140/5/2013. Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 770. 

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
tentang Produk Hukum Daerah Organik. Permendagri Nomor 80 
Tahun 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk 
Hukum Daerah Organik. Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157. 

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang 
Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah 
Tanah. Permentan Nomor 01 Tahun 2019. Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5. 

Sumatera Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 
Utara. Perda Nomor 8 Tahun 2022. Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8. Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64. 



 

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA  

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

NOMOR . . . TAHUN . . . 

TENTANG  

PERTANIAN ORGANIK 

 

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

Menimbang: a.  bahwa Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan 

sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas 

Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara 

lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan 

kualifikasi organik;  

b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian 

organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya 

dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk 

organik yang memiliki jaminan atas integritas organik 

yang dihasilkan;  

c. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, 

maka dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, 

penggiat dan produsen di bidang pertanian organik dan 

kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan 

jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan 

kerugian konsumen; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanian 

Organik. 

 

d. bahwa . . .  
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Mengingat: 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  

338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5619); 

 

 

 

 

 

5. Undang-Undang . . .  
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 

 

 

 

8. Undang-Undang . . .  
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

 

 

 

 

11. Undang-Undang . . .  
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 

 

 

 

14. Undang-Undang . . .  
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14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem 

Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); 

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3857); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4126);  

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa 

Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4498); 

 

20. Peraturan . . .  
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20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 

Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5356); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5680); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian 

Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); 

 

 

 

 

 

25. Peraturan . . .  
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25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6900); 

26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025 – 2029; 

27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian 

Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 770); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah 

Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, 

Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 

30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan 

Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk 

Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 905); 

31. Peraturan . . .  
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31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 64). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

dan 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANIAN ORGANIK 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.  

2.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3.  Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

 

 

6. Dinas . . . 
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6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pertanian. 

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Daerah. 

8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam 

hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan 

manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang 

mencakup tanaman pangan dan/atau hortikultura, dalam 

suatu agroekosistem. 

9. Pertanian Organik adalah manajemen produksi tanaman 

pangan dan tanaman holtikultura yang holistik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kesehatan 

agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, 

dan aktivitas biologi tanah, dengan mengutamakan bahan-

bahan alami tanpa bahan kimia sistetis dan produk 

transgenik.  

10. Budi daya Pertanian Organik adalah usaha yang bermanfaat 

dan memberi hasil pangan organik. 

11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian yang meliputi agronomi, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik 

yang diolah maupun tidak diolah untuk makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan 

Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang 

dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman.  

12. Organik adalah istilah perlabelan yang menyatakan bahwa 

suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar 

produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi 

resmi.  

 

 

 

 

13. Pangan . . . 
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13. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan 

pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan 

yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai 

produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian 

gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti 

daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran 

tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman 

serta penggunaan bahan hayati atau pangan. 

 14. Tanaman Pangan adalah tanaman budidaya yang 

menghasilkan pangan. 

15. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan 

buah, sayuran, bahan tanaman obat nabati, florikultura, 

termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang 

berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau 

bahan estetika. 

16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai 

suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap 

faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, 

relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara 

alami maupun akibat pengaruh manusia. 

17. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai 

dengan standar pangan organik termasuk bahan baku 

pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman 

dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, 

produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak, 

termasuk non pangan. 

18. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO 

adalah lembaga nasional maupun lembaga asing yang 

berkedudukan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk 

mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai 

organik adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut 

Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah 

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 

 

 

19. Sertifikasi . . . 
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19. Sertifikasi adalah prosedur pemeriksaan dan/atau pengujian 

dalam rangka penerbitan sertifikat oleh lembaga sertifikasi 

pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh 

pemerintah terhadap pangan sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan. 

20. Sarana Produksi adalah bibit atau benih, pupuk dan pestisida 

yang dipakai untuk pertanian organik. 

21. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan 

sebagai masukan untuk menghasilkan produksi organik.  

22. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan 

yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau 

bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke 

dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 

pangan.  

23. Pelabelan Organik adalah pencantuman atau pemasangan 

segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan 

atau identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang 

menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan 

produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan 

promosi penjualan. 

24. Logo organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang 

terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia" 

disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada 

huruf "G' berbentuk bintil akar. 

25. Sistem Jaminan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SJP 

adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara 

internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh 

petani produsen organik yang berkomitmen melalui 

partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses 

berdasarkan kepercayaan diverifikasi. 

26. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan 

yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 

27. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 

memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.  

28. Bahan . . . 
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28. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan 

untuk dipergunakan. 

29. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan 

apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau 

memadai ketersediaannya. 

30. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan 

digunakan. 

31. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau 

beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang 

tanaman pangan dan/atau hortikultura.  

32. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, 

orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang 

melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum 

atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

33. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, 

daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, 

dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat 

nabati, dan/atau bahan estetika. 

34. Produk tanaman adalah semua hasil yang berasal dari 

tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses 

pengolahan. 

35. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang 

digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, 

pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik 

yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk 

memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan 

persyaratan. 

36. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan dasarnya 

seluruhnya berasal dari bahan organik berupa sisa tanaman, 

hijauan tanaman, kotoran hewan dalam bentuk padat 

maupun cair, yang telah mengalami proses dekomposisi dan 

digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki 

lingkungan tumbuh tanaman. 

 

37. Pestisida . . . 
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37. Pestisida untuk sistem pangan organik atau pestisida nabati 

adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman 

selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral atau 

alami seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari 

pestisida botani atau berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 

pestisida dari agens hayati atau zoologi seperti jamur, bakteri, 

virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan 

menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan 

sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman. 

38. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya 

diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku 

industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan 

pertanian. 

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Pasal 2 

Pertanian Organik dilakukan berdasarkan asas: 

a.  manfaat; 

b.  usaha bersama; 

c.  keadilan; 

d.  kelestarian lingkungan; 

e.  berkelanjutan; 

f.  integritas; dan 

g.  kepastian harga. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini 

dimaksudkan sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah, 

masyarakat dan unit usaha dalam pembangunan pertanian 

organik di Daerah. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk: 

 

 

a. merevitalisasi . . . 
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a.  merevitalisasi lahan pertanian non-organik ke lahan 

pertanian organik, sehingga luasan lahan pertanian organik 

bertambah; 

b. menjaga, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan 

sumber bahan organik; 

c.  membangun pertanian organik terpadu mulai dari budidaya 

sampai prosesing (tanaman, peternakan, perikanan); 

d.  memproduksi pupuk organik massal; 

e.  memberikan penjaminan dan perlindungan kepada 

masyarakat dari peredaran produk pertanian organik yang 

tidak memenuhi persyaratan; 

f.  memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama 

bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan 

konsumen serta tidak merusak lingkungan; 

g.  memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengetahui 

dan menerapkan pola konsumsi bahan pangan yang sehat; 

h.  memberikan kepastian usaha bagi produsen produk 

pertanian organik; 

i.  membangun penyelenggaraan pertanian organik yang 

produknya dapat dipercaya; 

j.  menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan sehingga 

stabilitas ekosistem tetap terjaga; 

k.  meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian 

di daerah; 

1.  mengatur pembinaan pertanian organik dan pengawasan 

terhadap produk pertanian organik; 

m.  mendukung kesejahteraan petani dan semua pihak yang 

terlibat dalam proses pertanian organik; dan 

n.  mendukung adanya kerja sama dengan pihak ketiga lainnya. 

Pasal 5 

Ruang lingkup Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi: 

a.  perencanaan; 

b.  budi daya Pertanian Organik; 

c.  perizinan; 

 

d. pengendalian . . . 
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d.  pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian 

Organik; 

e.  pelindungan Petani Organik; 

f.  kerja sama dan sinergisitas; 

g.  partisipasi masyarakat dan dunia usaha; 

h.  digitalisasi Pertanian Organik; 

i. insentif; 

j.  penghargaan; 

k.  pembinaan dan pengawasan; dan 

l.  pendanaan. 

BAB II 

PERENCANAAN 

Bagian Kesatu 

Rencana Induk Pertanian Organik  

Pasal 6 

(1)  Gubernur menetapkan Rencana Induk Pertanian Organik 

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

(2)  Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a.  kebijakan; 

b.  sasaran; 

c.  strategi; dan 

d.  indikator program. 

(3)  Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur. 

(4)  Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan 

dan hortikultura serta berkoordinasi dengan Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 

pembangunan daerah. 

Pasal 7 

Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik mengacu kepada: 

a.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan 

b. Rencana . . . 
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b.  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. 

Bagian Kedua 

Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik 

Pasal 8 

(1)  Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pertanian 

Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2)  Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik paling sedikit 

memuat: 

a.  Perangkat Daerah penanggung jawab; 

b.  sasaran; 

c.  strategi; 

d.  program; 

e.  kegiatan; 

f.  rincian output; 

g.  indikator capaian; dan 

h.  Perangkat Daerah dan/atau Lembaga atau instansi 

pendukung.  

(3)  Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur. 

(4)  Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik 

mengacu pada: 

a.  rencana induk Pertanian Organik; 

b.  rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan 

c.  rencana strategis kementerian yang membidangi 

pertanian. 

Pasal 9 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman 

pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 

yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan 

Daerah. 

 

 

Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 

Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik  

5 (Lima) Tahunan dan Tahunan 

Pasal 10 

(1)  Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan 

hortikultura menyusun rencana penyelenggaraan Pertanian 

Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 

tahunan. 

(2)  Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada: 

a.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 

b.  Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik. 

(3)  Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah. 

(4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja 

penyelenggaraan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman 

pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 

pembangunan daerah.   

BAB III 

BUDI DAYA PERTANIAN ORGANIK 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 11 

(1)  Gubernur menyelenggarakan budi daya Pertanian Organik di 

Daerah. 

(2)  Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a.  identifikasi kawasan pertanian organik; 

b.  penumbuhkembangan minat Petani dalam budi daya 

Pertanian Organik; 

 

c. fasilitasi . . . 
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c.  fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian 

Organik; 

d.  fasilitasi pengembangan kemitraan; 

e.  penilaian penerapan Pertanian Organik; dan 

f.  fasilitasi pembentukan kelembagaan. 

Bagian Kedua 

Identifikasi Kawasan Pertanian Organik  

Pasal 12 

(1)  Kawasan Pertanian Organik terdiri dari: 

a.  kawasan inisiasi; 

b.  kawasan penumbuhan; 

c.  kawasan pengembangan; dan 

d.  kawasan penguatan. 

(2)  Identifikasi kawasan inisiasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria: 

a.  penggunaan pupuk kimia; dan 

b.  penggunaan pestisida kimia. 

(3)  Identifikasi kawasan penumbuhan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada kawasan dengan 

kriteria: 

a.  penggunaan pupuk kimia dan organik; 

b.  penggunaan pestisida kimia secara bijaksana; dan 

c.  penggunaan sarana agens pengendali hayati. 

(4)  Identifikasi kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada kawasan dengan 

kriteria: 

a.  penggunaan pupuk/bahan organik; 

b.  penggunaan sarana agens pengendali hayati; 

c.  ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca 

panen; 

d.  bersertifikat organik kurang dari 3 (tiga) tahun; dan 

e.  pemasaran dalam dan lintas Kabupaten/Kota dalam 

Daerah. 

(5)  Identifikasi kawasan penguatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria: 

a.  penggunaan pupuk/bahan organik; 

b. penggunaan . . . 
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b.  penggunaan sarana agens pengendali hayati; 

c.  ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca 

panen; 

d.  bersertifikat organik lebih dari 3 (tiga) tahun; dan 

e.  pemasaran nasional dan/atau luar negeri. 

(6)  Identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur. 

Pasal 13 

(1)  Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan 

hortikultura melakukan identifikasi kawasan Pertanian 

Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. 

Bagian Ketiga 

Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian Organik  

Pasal 14 

(1)  Penumbuhkembangan minat petani dalam budi daya 

Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan: 

a.  sosialisasi; 

b.  diseminasi; 

c.  seminar; 

d.  workshop; 

e.  pelatihan; 

f.  bimbingan teknis; 

g.  pameran; 

h.  demonstrasi penyuluhan dengan lahan percontohan budi 

daya pertanian organik; 

i.  gerakan pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran 

ternak; 

j.  magang; dan 

k.  kunjungan. 

 

 

(2) Kegiatan . . . 
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(2)  Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kepada Petani, 

Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, koperasi, yayasan, 

paguyuban, kelompok usaha bersama, karang taruna, 

lembaga swadaya masyarakat pertanian, dan desa. 

(3)  Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait. 

Bagian Keempat 

Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik 

Pasal 15 

Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik terdiri atas: 

a.  alat Pertanian;  

b.  alat produksi pupuk organik; 

c.  benih atau bibit (tanaman, ternak dan ikan); 

d.  penangkar benih dan nursery; 

e.  rumah produksi pupuk organik; 

f.  pupuk organik; 

g.  zat pengatur tumbuh; 

h.  pestisida hayati; 

i.  inokulan; 

j.  rumah kemas; dan 

k.  pengaturan sistem pengairan. 

Pasal 16 

(l)  Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan 

prasarana Budi Daya Pertanian Organik yang tepat guna, 

tepat waktu dan tepat sasaran. 

(2)  Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan 

untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi 

Daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

 

 

(3) Penyusunan . . . 
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(3) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan 

Prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Gubernur. 

Pasal 17 

Sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15, diperoleh dari unit usaha dan sumber 

lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan. 

Bagian Kelima 

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik                      

Pasal 18 

(1)  Fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik 

dilaksanakan melalui: 

a.  penyediaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca 

panen; 

b.  penyediaan pupuk organik, agens pengendali hayati, 

benih, dan dekomposer; 

c.  penyediaan unit pengolah pupuk organik; 

d.  penyediaan unit pengolah hasil; 

e.  pos pengendali agens hayati; 

f.  peningkatan kapasitas Petani dan petugas; 

g.  fasilitasi uji mutu produk dan/atau sertifikasi; dan 

h.  fasilitasi promosi dan pemasaran. 

(2)  Peningkatan kapasitas Petani dan petugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui 

pelatihan, bimbingan teknis, dan sekolah lapang. 

(3)  Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui: 

a.  penyelenggaraan pasar tani; 

b.  penyelenggaraan pameran; 

c.  penyelenggaraan temu usaha; dan 

d.  keikutsertaan dalam pameran dan/atau kegiatan promosi 

lainnya. 

 

Pasal 19 . . . 
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Pasal 19 

(1)  Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

tanaman pangan dan hortikultura. 

(2)  Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman 

pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat 

Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

dan/atau instansi lainnya. 

Bagian Keenam 

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan 

Pasal 20 

(1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pengembangan 

kemitraan dalam rangka pengembangan Pertanian Organik. 

(2)  Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan produsen 

bahan organik; 

b.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan Offtaker; 

c.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan pelaku 

usaha lainnya; dan 

d.  kemitraan unit usaha Petani Organik dengan Lembaga 

pembiayaan. 

(3)  Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 21 

Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

tanaman pangan dan hortikultura dan Perangkat Daerah terkait. 

Bagian Ketujuh 

Unit Kerja yang Melaksanakan Penilaian  

Penerapan Pertanian Organik 

Pasal 22 . . . 
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Pasal 22 

(1)  Pelaksanaan penilaian penerapan pertanian organik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e 

dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang 

membidangi tanaman pangan dan hortikultura. 

(2)  Dalam hal penilaian penerapan pertanian organik tidak dapat 

dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dibentuk unit kerja baru. 

(3)  Pembentukan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Ketujuh 

Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan 

Pasal 23 

(1)  Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam rangka 

pembentukan korporasi atau unit usaha Petani Organik. 

(2)  Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

Pasal 24 

Setiap unit usaha yang telah menerapkan Pertanian Organik dapat 

mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh 

lembaga Akreditasi Nasional. 

Pasal 25 

(1)  Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap unit usaha yang 

sudah melaksanakan Pertanian Organik untuk mendapatkan 

sertifikasi. 

(2)  Bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 

 

 

Pasal 26 . . . 
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Pasal 26 

Dalam menghasilkan produk pertanian organik, setiap unit usaha 

harus mengikuti standar operasional prosedur komoditas 

pertanian yang telah ditetapkan untuk masing-masing komunitas 

pertanian. 

Pasal 27 

(1)  Setiap unit usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan secara bertahap berupa: 

a.  peringatan tertulis; dan 

b.  pencabutan izin usaha. 

BAB IV 

PERIZINAN 

Pasal 28 

(1)  Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha yang 

menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari: 

a.  budi daya; 

b.  perbenihan; 

c.  pascapanen; 

d.  pengolahan;  

e.  jasa; dan 

f.  keterpaduan. 

(2)  Proses penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 

(1)  Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi perizinan. 

 

 

 

(2) Dalam . . . 
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(2)  Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi 

tanaman pangan dan hortikultura melaksanakan verifikasi 

terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan 

izin. 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN 

HORTIKULTURA 

Pasal 30 

(1)  Gubernur menyelenggarakan pengendalian bencana 

pertanian organik melalui: 

a.  prakiraan; 

b.  pengamatan; 

c.  sosialisasi; 

d.  diseminasi 

e.  pelatihan; 

f.  bimbingan teknis; dan 

g. gerakan pengendalian hama dan penyakit. 

(2)  Peramalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diarahkan pada kegiatan untuk mendeteksi atau 

memprediksi: 

a.  populasi atau serangan organisme pengganggu 

tumbuhan; dan 

b.  dampak perubahan iklim. 

(3)  Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

keadaan populasi atau tingkat serangan organisme 

pengganggu tumbuhan, banjir, kekeringan, bencana alam, 

dan gangguan fisiologis serta faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi. 

Pasal 31 

Gubernur menyelenggarakan penanggulangan bencana pertanian 

organik melalui: 

a. fasilitasi . . . 
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a.  fasilitasi penanaman kembali; 

b.  bantuan sarana dan/atau prasarana pengairan; dan 

c.  fasilitasi sarana pengendalian hayati. 

Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan 

penanggulangan bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan 

Tanaman Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur. 

BAB VI 

PELINDUNGAN PETANI ORGANIK  

Pasal 33 

(1)  Gubernur menyelenggarakan upaya pelindungan Petani 

organik melalui fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian. 

(2)  Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura. 

(3)  Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 34 

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepesertaan asuransi 

pertanian organik diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB VII 

KERJA SAMA DAN SINERGISITAS 

Pasal 35 

(1)  Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas 

dalam rangka penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah. 

(2)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan: 

a.  daerah lain; 

b.  pihak ketiga; dan/atau 

 

c. lembaga . . . 
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c.  lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), meliputi: 

a.  penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian 

Organik; 

b.  peningkatan kompetensi Petani; 

c.  pelindungan Petani; 

d.  pengembangan teknologi dan inovasi; 

e.  sistem informasi; 

f.  pemasaran hasil Pertanian Organik; dan 

g.  pembiayaan. 

(4)  Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan 

penyelenggaraan Pertanian Organik dengan Pemerintah 

Pusat. 

BAB VIII 

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 

Pasal 36 

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pertanian Organik 

dilaksanakan pada: 

a.  penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian 

Organik; 

b.  pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan 

c.  pemasaran produk hasil Pertanian Organik. 

Pasal 37 

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Pertanian 

Organik, meliputi: 

a.  pembiayaan; 

b.  penyediaan sarana dan prasarana; 

c.  pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan 

d.  pemasaran produk hasil Pertanian Organik. 

BAB IX 

DIGITALISASI PERTANIAN ORGANIK 

 Pasal 38 . . . 
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Pasal 38 

(1)  Gubernur menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik 

melalui: 

a.  digitalisasi data Pertanian Organik; 

b.  digitalisasi budidaya Pertanian Organik; 

c.  digitalisasi pemasaran Pertanian Organik; 

d.  digitalisasi proses manajemen Pertanian Organik; dan 

e.  pengembangan sistem informasi manajemen Pertanian 

Organik. 

(2)  Pelaksanaan digitalisasi Pertanian Organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

aspek standarisasi dan integrasi sistem, aplikasi, database, 

dan platform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3)  Pelaksanaan digitalisasi pertanian organik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan 

berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. 

BAB X 

FORUM PERTANIAN ORGANIK  

Pasal 39 

(1)  Gubernur dapat membentuk Forum Pertanian Organik. 

(2)  Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beranggotakan: 

a.  unsur Pemerintah Daerah; 

b.  pelaku usaha organik; 

c.  pengusaha/badan usaha; dan 

d.  akademisi. 

(3)  Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bertugas: 

a.  membahas permasalahan terkait penyelenggaraan 

Pertanian Organik; dan 

 

 

b. memberikan . . . 
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b.  memberikan rekomendasi sebagai usulan penetapan 

kebijakan dalam penyelenggaraan pertanian organik di 

Daerah. 

(4)  Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

BAB XI 

REGENERASI PETANI ORGANIK  

Pasal 40 

(1)  Gubernur mendorong regenerasi petani organik di Daerah 

melalui: 

a.  fasilitasi bantuan pendidikan di satuan pendidikan 

kejuruan pertanian; 

b.  pengayaan kurikulum praktik pertanian di satuan 

pendidikan kejuruan; dan/atau 

c.  pelatihan. 

(2)  Upaya regenerasi petani organik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a.  Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan; dan 

b.  Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan 

pertanian dan hortikultura. 

BAB XII 

INSENTIF 

Pasal 41 

(1)  Gubernur dapat memberikan insentif kepada 

Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Unit 

Usaha Tani lainnya yang melaksanakan Pertanian Organik di 

Daerah berupa: 

a.  bantuan sarana dan prasarana produk pertanian; 

b.  pemberian bantuan subsidi pupuk organik; 

c.  pemberian bantuan akses pemodalan budi daya Pertanian 

Organik; 

d.  pemberian bantuan promosi untuk pemasaran produk 

Pertanian Organik; 

e. pemberian . . . 
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e.  pemberian bantuan akses pemasaran produk Pertanian 

Organik; dan 

f.  pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan 

teknologi. 

(2)  Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan 

keuangan Daerah. 

BAB XIII 

PENGHARGAAN 

Pasal 42 

(1)  Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, desa, dunia usaha, 

petugas lapangan, dan masyarakat yang melakukan: 

a.  penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik; 

b.  dukungan terhadap pengembangan Pertanian Organik; 

dan 

c.  pemasaran hasil produk Pertanian Organik. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Gubernur. 

BAB XIV 

PENDANAAN 

Pasal 43 

Pendanaan penyelenggaraan Pertanian Organik bersumber dari: 

a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b.  sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

 

Pasal 44 . . . 
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Pasal 44 

(1)  Gubernur menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah 

desa, petugas lapangan, dan Petani di Daerah. 

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a.  penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik 

Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; 

b.  fasilitasi dalam penyelenggaraan Pertanian Organik; dan 

c.  fasilitasi pendanaan. 

(3)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilaksanakan dalam bentuk: 

a.  sosialisasi; 

b.  penyuluhan 

c.  bimbingan teknis; 

d.  pendidikan dan pelatihan; 

e.  penelitian dan pengembangan; 

f.  penyediaan sarana dan prasarana; dan 

g.  bantuan keuangan dan/atau hibah. 

(4)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman 

pangan dan hortikultura. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 45 

(1)  Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Petani 

pelaksana budi daya Pertanian Organik di Daerah. 

(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam bentuk inspeksi, monitoring dan evaluasi. 

(3)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

tanaman pangan dan hortikultura. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 46 . . . 
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Pasal 46 

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan 

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan.  

Pasal 47 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara.   

  Ditetapkan di ... 

  pada tanggal ...  

                                GUBERNUR SUMATERA UTARA,  

                          ttd      

 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION 

Diundangkan di ... 

pada tanggal  ...  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  

                  ttd  

TOGAP SIMANGUNSONG  

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ... NOMOR ...      

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: …, …  / …;  

 

Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BIRO HUKUM,  

                  

                ttd 

 

APRILLA H. SIREGAR 

NIP 19690421 199003 2 003 

 

 

 

 



PENJELASAN   

ATAS  

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG  

PERTANIAN ORGANIK 

 

 I.  UMUM      

 Pertanian Organik yang berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada 

hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi 

komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan 

berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan 

mengutamakan kualifikasi organik. Dengan demikian, sejalan dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian 

maju, efisien, dan tangguh, Pertanian Organik dikembangkan dengan 

berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, 

kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan negara.  

Secara konkret, penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk 

mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik 

secara terpadu, dengan memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian 

usaha kepada petani dan/atau pelaku usaha, membangun sistem pertanian 

organik yang kredibel dan berkesinambungan, memelihara ekosistem, 

meningkatkan daya tambah dan daya saing produk pertanian dengan 

mendorong terdistribusikannya produk organik dan memberikan 

pendampingan dalam pemasaran sampai mandiri, serta mendorong terciptanya 

pertanian organik perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan memiliki 

aspek ekonomi, pendidikan dan wisata. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana 

pengembangan Pertanian Organik yang merupakan bagian integral dari 

perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan 

perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan 

untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian Organik secara 

berkelanjutan.  

Penyelenggaraan Pertanian Organik pada prinsipnya merupakan 

paradigma pengelolaan Pertanian Organik yang mengintegrasikan empat 

elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat 

Pertanian . . . 



- 2 - 

Pertanian Organik dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Pertanian Organik 

dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan 

adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan 

penyelenggaraan Pertanian Organik yang maju, efisien, tangguh, dan 

berkelanjutan.  

Penyelenggaraan Pertanian Organik dapat diselenggarakan dengan ruang 

lingkup perencanaan, budi daya Pertanian Organik, perizinan, pengendalian 

dan penanggulangan bencana Pertanian Organik, pelindungan Petani Organik, 

kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, 

digitalisasi Pertanian Organik, insentif, penghargaan, pendanaan, pembinaan 

dan pengawasan. 

II. PASAL DEMI PASAL   

Pasal 1  

 Cukup jelas.  

Pasal 2  

 Cukup jelas. 

Pasal 3  

 Cukup jelas.  

Pasal 4  

 Cukup jelas.  

Pasal 5  

 Cukup jelas.  

Pasal 6  

 Cukup jelas.  

Pasal 7 

 Cukup jelas.  

Pasal 8  

Cukup jelas.  

 

 

Pasal 9 . . . 



- 3 - 

Pasal 9  

Cukup jelas 

Pasal 10  

 Cukup jelas.  

Pasal 11  

 Cukup jelas.  

Pasal 12  

Cukup jelas 

Pasal 13  

 Cukup jelas.  

Pasal 14  

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “alat pertanian" adalah termasuk pupuk dan 

pestisida, dimana alat pertanian untuk mengelola lahan dan 

tanaman digunakan alat-alat seperti cangkul, parang babat, arit dan 

traktor. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "alat produksi pupuk organik" adalah alat 

yang digunakan untuk memproduksi pupuk organik. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "benih/bibit unggul" adalah bagtan tanaman 

dan hewan yang digunakan untuk budidaya. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "penangkar benih dan nursery" adalah 

komponen yang digunakan untuk keperluan penangkaran benih 

dalam pertanian organik. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

 

Huruf f . . . 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan "pupuk organik" adalah material yang 

ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi 

kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu 

berproduksi dengan baik. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "zat pengatur tumbuh" adalah senyawa 

organik yang bukan nutrisi tanaman yang dalam jumlah kecil atau 

konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadalan modifikasi 

secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan "pestisida hayati" adalah bahan yang 

digunakan untuk mengendalikal, menolak, memikat, atau 

membasmi organisme pengganggu. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “lnokulan” adalah bahan yang mengandung 

mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian 

organik. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan "rumah kemas" adalah fasilitas tempat buah (produk 

pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke 

Pasar. 

Pasal 18  

 Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “alat mesin pertanian pra panen” 

adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan 

sebelum panen. Contoh: alat tanam (transplanter), alat 

pengolahan tanah (traktor roda dua, traktor roda empat), alat 

penyiang, alat pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 

(hand sprayer, power sprayer). 

Yang dimaksud dengan “alat mesin pertanian pasca panen” 

adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan 

sesudah panen. Contoh: alat pengering (dryer), mesin 

penggilingan, kendaraan roda tiga. 

 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “unit pengolah pupuk organik” adalah 

sarana untuk mengolah pupuk organik secara sederhana, 

seperti: mesin pencacah, kendaraan roda tiga, gudang 

penyimpanan, lantai jemur, ternak, kandang. 

Huruf c 

Cukup jelas.  

Huruf d 

Cukup jelas.  

Huruf e 

  Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas.  

Huruf g 

Cukup jelas.  

Huruf h 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Pasal 19  

Cukup jelas.  

Pasal 20 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Offtaker” adalah perseorangan atau 

organisasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya yang menjadi mitra 

usaha sebagai pembeli produk.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha lainnya” adalah 

perseorangan atau organisasi, swasta, badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya 

yang menjadi mitra usaha selain offtaker seperti: permodalan, 

pemasaran, pengiklanan (branding), jasa pengiriman, dan lainnya.  

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah lembaga 

yang berwenang sesuai peraturan berlaku untuk melaksanakan 

kerja sama dalam hal permodalan (perbankan, koperasi, dan 

lainnya). 

Pasal 21  

Cukup jelas.  

Pasal 22  

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “unit kerja pada Perangkat Daerah yang 

membidangi tanaman pangan dan hortikultura” adalah unit kerja 

yang memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk 

melaksanakan penilaian penerapan pertanian organik.  

Ayat (2) 

 Cukup jelas.  

Ayat (3)  

  Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “korporasi atau unit usaha petani organik” 

adalah unit lembaga usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bergerak di bidang usaha pertanian organik, baik 

proses budidaya, pasca panen, atau budidaya dan pasca panen.  

Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

Pasal 24 

Cukup jelas.   

Pasal 25 

 Cukup jelas.  

Pasal 26  

 Cukup jelas.  

Pasal 27 . . . 
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Pasal 27 

 Cukup jelas.  

Pasal 28 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha yang menjadi 

kewenangan Daerah” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku 

usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 

kegiatannya.  

Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

Pasal 29 

 Cukup jelas. 

Pasal 30 

 Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Cukup jelas.  

Huruf c 

Cukup jelas.  

Huruf d 

Cukup jelas.  

Huruf e 

Cukup jelas.  

Huruf f 

Cukup jelas.  

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “gerakan pengendalian hama dan 

penyakit” adalah kegiatan yang dilaksanakan secara 

berkelompok untuk mencegah dan/atau menekan populasi 

atau intensitas serangan hama atau penyakit. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas.  

 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “dampak perubahan iklim” adalah 

dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan atau 

variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan, bencana 

alam, dan gangguan fisiologis.  

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “gangguan fisiologis” adalah gangguan yang 

disebabkan oleh faktor lingkungan dan kultural yang 

mempengaruhi perkembangan tumbuhan sehingga tumbuh tidak 

normal. 

Pasal 31 

 Cukup jelas.  

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 

Pasal 37 

 Cukup jelas. 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

Pasal 40. . . 
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Pasal 40 

 Cukup jelas. 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

Pasal 47 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR . . . 


